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Keberhasilan bank syariah perlu didukung dengan kegiatan operasional 
yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dalam kegiatanya 
bank bertugas untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana, dalam hal ini 
penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Penilaian keberhasilan bank dalam 
penyaluran pembiayaan bisa dilihat dengan rasio NPF, menunjukan nilai yang 
baik, artinya bank dalam hal ini menunjukan manajemen pembiayaan yang baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Non 
Performing Financing (NPF) terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. 
Bank Syariah Mandiri. 
Penelitian ini menggunakan Bank Syariah Mandiri sebagai obyek 
penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data yang digunakan 
merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan tahun periode 2011-
2016 yang dipublikasi oleh Bank Syariah Mandiri. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan uji asumsi 
klasik terlebih dahulu. Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji F, uji T, dan 
koefisien determinasi Adjusted R
2 
dengan taraf signifikan sebesar 5%. 
Berdasarkan periode pengamatan menunjukan bahwa data penelitian ini 
berdistribusi normal. Hasil uji mulikolineritas, uji heteroskedastisitas dan uji 
autokorelasi tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari aturan uji asumsi 
klasik. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa secara simultan variabel CAR, 
BOPO dan NPF berpengaruh signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis 
bagi hasil dengan nilai signifikan sebesar 0,001. Sedangkan hasil uji parsial 
menunjukan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap alokasi pembiayaan 
berbasis bagi hasil, sedangkan variabel BOPO dan NPF memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil. Koefisien 
determinasi Adjusted R
2
 sebesar 0,513 atau 51,3% yang artinya bahwa ketiga 
variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain. 
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa variabel CAR berpengaruh negatif 
terhadap alokasi pembiayaan bagi hasil karena BSM dalam menggunakan modal 
lebih berhati-hati dan fokus menjaga likuiditas bank dan BSM menyediakan 
modal minimum sebagai antisipasi risiko-risiko yang akan dihadapi, serta BSM 
tidak memasukan dana investasi terikat dan tidak terikat kedalam modal. 
Sementara variabel BOPO berpengaruh positif terhadap alokasi pembiayaan 
berbasis bagi hasil dikarenakan BSM mampu mengendalikan biaya operasional 
dengan pendapatannya, BSM juga mengalami peningkatan asset yang diimbangi 
dengan penyaluran pembiayaan yang menghasilkan laba, serta BSM sedang 
menargetkan pembiayaan yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. Sedangkan 
variabel NPF berpengaruh positif terhadap alokasi pebiayaan berbasis bagi hasil 
karena rasio NPF pada periode penelitian ini masih rendah dan BSM telah 
menyediakan PPAP untuk menutup kerugian yang ditimbulkan jika terjadi risiko 
pembiayaan bermasalah. Dalam perspektif ekonomi islam telah dibahas mengenai 
pembiayaan berbasis bagi hasil, dimana pembiayaan diperbolehkan karena tidak 
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A. Penegasan Judul 
Skripsi ini berjudul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya 
Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Non 
Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi 
Hasil”. Sebelum penulis menguraikan pembahasan penelitian dengan judul 
tersebut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk 
menghindari kekeliruan bagi pembaca. Penegasan judul ini dibuat untuk 
membatasi arti kalimat dalam penulisan dengan harapan memperoleh gambaran 
yang jelas dari makna yang dimaksud. 
1. Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur 
kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva baik yang 
mengandung ataupun menghasilkan risiko.
1
 
2. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio 
yang menunjukan tingkat efisiensi kinerja operasional bank.
2
 
3. Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang dikategorikan 
dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet.
3
 
                                                             
1
Irham fahmi, Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 
178. 
2Andryani isna K, “Analisis Pengaruh ROA, BOPO, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat 
Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.11 
No.01 (2012), h. 31. 
3
Muhamad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 359.  
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4. Pembiayaan berbasis bagi hasil adalah pembiayaan yang disalurkan bank 




B. Alasan Memilih Judul 
1. Secara Objektif 
Secara objektif pemilihan objek penelitian didasarkan pada keberadaan 
BSM sebagai bank syariah di Indonesia yang memiliki kinerja yang baik dan 
sebagai bank syariah yang memiliki asset terbesar di Indonesia. Sementara 
itu, Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO) dan Non Performing Financing (NPF) perlu diteliti 
karena aspek tersebut dapat menjadi faktor dalam alokasi pembiayaan pada 
bank syariah. 
2. Secara Subjektif 
a. Pokok pembahasan skripsi ini sesuai dengan ilmu yang dipelajari penulis 
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah. 
Bahasan tersebut juga merupakan kajian keilmuan yang berkaitan dengan 
Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, khususnya Manajemen Perbankan 
Syariah. 
b. Penulis meyakini dapat menyelesaikan skripsi ini karena literature dan 
sumber-sumber yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini tersedia 
diperpustakaan, jurnal, artikel, maupun di website resmi bank yang 
                                                             
4Isnaini Fajrin Nadia Palupi, “Analisis DPK, Tingkat Bagi Hasil, NPF dan modal Sendiri 
Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia”, Naskah 
Publikasi, (2015), h. 3. 
3 
 
bersangkutan mengenai laporan keuangan yang sudah di audit dan 
dipublikasikan. 
C. Latar Belakang Masalah 
Sistem ekonomi syariah atau biasa disebut dengan Ekonomi Islam , 
semakin popular bukan hanya di Negara-negara islam tapi bahkan juga di negara-
negara barat. Banyak kalangan melihat islam dengan sistem nilai dan tatanan 
normatifnya sebagai faktor penghambat pembangunan. Penganut paham 
liberalisme dan pragmatisme sempit menilai bahwa kegiatan ekonomi dan 
keuangan akan semakin meningkat dan berkembangan bila dibebaskan dari nilai-
nilai normatif dan rambu-rambu ilahi. 
Saat ini terdapat dua jenis perbankan di Indonesia yaitu perbankan 
konvensional (interest banking) dan perbankan syariah (interest-free banking). 
Sama halnya dengan perbankan konvensional, perbankan syariah juga memiliki 
fungsi yang sama yaitu sebagai lembaga perantara keuangan (financial 
intermediary). Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk sebanyak 
255.461,7 juta jiwa pada tahun 2015.
5
 Disamping itu juga sebagai negara dengan 
penduduk muslim terbesar di dunia dimana hampir 85% penduduk Indonesia 
adalah beragama islam, sudah seharusnya dapat menjadi pusat perkembangan 
keuangan syariah terutama perbankan syariah. 
Hal ini dapat menjadi peluang cukup besar bagi perkembangan perbankan 
syariah di Indonesia. Dukungan mengenai perbankan syariah di Indonesia salah 
                                                             
5
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, 
(On-Line) tersedia di : www.bapennas.go.id di unduh pada 16 Februari 2018  
4 
 
satunya adalah dikeluarkanya undang-undang mengenai pelaksanaan kegiatan  
bank syariah yaitu Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia telah mengalami 
perkembangan yang cukup baik namun tidak terlalu signifikan, ini dapat dilihat 
dari data yang ditampilkan, sebagai berikut:  
Tabel 1.1 
Jumlah Bank Syariah di Indonesia Tahun 2011-2016 
Jumlah Bank 
Syariah 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 
BUS 11 11 11 12 12 13 
UUS 23 24 23 22 22 21 
BPRS 150 155 158 163 163 164 
Sumber: Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
 Dari data tabel 1.1 jumlah bank syariah di Indonesia pada tahun 2011 
sampai tahun 2013 terdapat 11 BUS, pada tahun 2014 dan tahun 2015 meningkat 
menjadi 12 BUS dan pada 2016 meningkat menjadi 13 BUS, sedangkan UUS 
berkurang yakni pada tahun 2015 berjumlah 22 UUS menjadi 21 UUS pada tahun 
2016 dengan konversinya PT. Bnak Aceh menjadi Bank Umum Syariah dengan 




 Selain itu juga perkembangan bank syariah juga dapat diketahui dari 
persentase pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan pangsa 
pasar di Indonesia yaitu, pada tahun 2010 sebesar 3,24%, tahun 2011 sebesar 
                                                             




3,98%, tahun 2012 sebesar 4,58% tahun 2013 sebesar 4,89%, tahun 2014 sebesar 
4,95%, dan tahun 2015 sebesar 4,87%.
7
 
 Dari jumlah bank syariah dan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia 
dapat dilihat bahwa jika dibandingkan denagn jumlah penduduk muslim di 
Indonesia, jumlah tersebut masih dibawah jumlah perbankan konvensional, 
bahkan pangsa pasarnya belum dapat mencapai 5%. Hal tersebut masih menjadi 
tantangan bagi bank syariah untuk terus melakukan perbaikan baik dari sisi 
internal maupun eksternal. Seperti yang diketahui bank syariah adalah bank yang 
menjalankan kegiatannya berdasatkan prinsip syariah yang harus terbebas dari 
unsure ribawi. Sesuai dengan firman Allah mengenai pemahaman riba: 
                            
                                     
                                    
                    
 Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka 
berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang 
telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari 
mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 
datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 





(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka 
kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah :275). 
 Penggalan ayat diatas menjelaskan mengenai pengharaman riba dalam 
situasi bisnis ataupun transaksi. Sebagai lembaga keuangan yang menjalankan 
fungsi bank dengan prinsip syariah. Layaknya sebuah perusahaan, bank syariah 
juga harus bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara dana 
masyarakat yang menghasilkan profit dengan tidak meninggalkan prinsip syariah. 
 Bank syariah harus bisa menunjukan keberadaanya sebagai lembaga 
keuangan yang lebih baik dari bank yang menggunakan sistem bunga. Seperti 
perusahaan dalam hal ini bank syariah juga dituntut untuk dapat menghasilkan 
keuntungan, bagi bagi nasabah maupun bank syariah. Bank syariah sebagai bank 
dengan prinsip bagi hasil dalam pengelolaan dananya memiliki kewajiban untuk 
memberikan bagi hasil atau keuntungan yang sesuai bagi pemilik dana simpanan 
dan bagi para investor demi kelangsungan usahanya.  
 Peran bank baik Bank Umum Syariah (BUS) maupun Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah (BPRS) adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Masyarakat 
yang mempunyai dana lebih dapat menyimpanya dalam bentuk giro, deposito, 
tabungan dan dalam bentuk lainnya baik dalam prinsip wadiah maupun prinsip 
mudharabah atau disebut juga dengan Dana Pihak Ketiga. Sebaliknya, masyarakat 
yang kekurangan dana serta membutuhkan dana dapat mengajukan kepada bank 
berupa pembiayaan. Penyaluran pembiayaan menjadi kegiatan yang mendominasi 
usaha bank, hal ini tidak lepas dari fungsi perbankan sebagai lembaga 
intermediasi yang tugasnya menjadi perantara keuangan. 
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 Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan ikon dari perbankan syariah 
yang dimana setiap lembaga keuangan syariah memiliki pembiayaan ini sebagai 
ciri khas. Idealnya pembiayaan bebasis bagi hasil yang mendominasi pembiayaan 
lainnya. Mesikpun pada tahun 2014 sudah ada peningkatan, namun pembiayaan 
lain masih lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil.  
 Masalah masih rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil atau dominasi 
pembiayaan nonbagi hasil terutama murabahah pada portofolio pembiayaan bank 
syariah ternyata merupakan fenomena global, tidak terkecuali di Indonesia. 
Fenomena ini disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung 
memiliki risiko lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. 
Walaupun prinsip bagi hasil menjadi ciri khas bank syariah, namun risiko yang 
dihadapi cukup besar yaitu risiko terjadinya moral hazard dan biaya transaksi 
tinggi. Bisa dilihat dalam tabel berikut ini kontribusi yang didapatkan dari jenis 
pembiayaan pada bank syariah: 
Tabel 1.2 
Kontribusi Pendapatan dari Masing-Masing Pembiayaan 
Tahun Jual beli Sewa Bagi hasil 
2011 2.180.579.180.221 14. 758.990.829 1.194.952.340.927 
2012 3.081.755.780.184 33.111.317.787 1.232.319.358.372 
2013 3.779.631.668.872 42.677.442.776 1.247.979.859.277 
2014 3.843.741.124.536 20.716.756.263 1.150.851.096.388 
2015 3.832.690.177.720 118.568.245.400 1.252.209.323.365 
2016 4.048.565.087.521 49.153.723.051 1.466.768.275.396 
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT. Syariah Mandiri
8
 
                                                             
8




  Meskipun kontribusi pendapatan dari pembiayaan berbasis bagi hasil lebih 
besar dari pembiayaan berbasis sewa, tetapi masih belum bisa melebihi 
pendapatan dari pembiayaan jual beli.  
Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang sering dibahas dalam  
literatur  fiqh  dan  umumnya  disalurkan perbankan syariah terdiri dari dua jenis, 
yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah akad 
kerjasama usaha antara pemilik dana (shahibul  maal)  dan pengelola dana  
(mudharib)  untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian laba atas dasar 
nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi 
kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh 
misconduct, negligence atau  violation  oleh  pengelola  dana. Sementara  itu, 
musyarakah adalah akad kerja sama antara pemilik modal untuk mencampurkan 
modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah 
disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal 
berdasarkan  porsi  modal  masing-masing.
9
 
Volume usaha perbankan syariah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, 
khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) 
mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Tingginya pertumbuhan asset tidak 
terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan 
pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva. Pertumbuhan asset yang tinggi 
tersebut terkait dengan erat ekspansi perbankan syariah terutama pasca 
                                                             
9Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 227. 
9 
 
disahkannya Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah di 
Indonesia. Namun demikian pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan 
murabahah (jual beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank 
syariah. 
Dalam perbankan guna memperlancar kegiatan operasional suatu bank, 
sangat penting bagi bank untuk memiliki permodalan yang cukup atau banyak. 
Permodalan atau yang sering diukur menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio 
(CAR) adalah rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan bank untuk 
mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 
mengandung resiko seperti penyaluaran kredit atau pembiayaan. Untuk saat ini 
minimal CAR sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR), atau 
ditambah dengan Resiko Pasar dan Resiko Operasional, hal ini tergantung pada 
kondisi bank yang bersangkutan.
10
 Kecukupan modal yang tinggi dan memadai 
akan meningkatkan jumlah penyaluran kredit atau pembiayaan pada perbankan.
 
Bank syariah memiliki risiko yang lebih besar bila dibandingkan dengan 
bank konvensional.
11
 Salah satu risiko yang dihadapi bank syariah dikenal dengan 
risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan disebabkan akibat kegagalan nasabah atau 
pihak lainnya dalam mengembalikan kewajibanya kepada bank. Risiko 
pembiayaan bermasalah pada bank syariah diukur dengan indikator Non 
Performing Financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio 
                                                             
10
Peraturan Bank Indonesia No.7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal 
Minimum Bank Umum Bedasarkan Prinsip Syariah, diunduh: 29 November 2017. 
11Sumar’in, Konsep Kelembagaan Bank Syariah (Yogyakarta : Graha Ilmu, Edisi Pertama 
Cetakan Pertama, 2012), h. 111  
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yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengatasi risiko akibat 
kegagalan nasabah debitur dalam mengembalikan pembiayaan. Rasio NPF 
menunjukan tingkat risiko pembiayaan pada bank syariah. Semakin tinggi rasio 
NPF maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang akan dihadapi bank 
syariah.  
Tingkat efisiensi kinerja operasional perbankan juga tidak kalah penting 
dimana tingkat operasional sering diukur menggunakan BOPO atau Operational 
Efficiency Ratio merupakan rasio yang menunjukan tingkat efisiensi kinerja 
operasional bank.
12
 Semakin tinggi rasio BOPO, kinerja bank akan semakin 
menurun. Begitu pula sebaliknya, Hal ini terkait dengan kegiatan utama 
perbankan yang berperan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan ke 
masyarakat. Didalam rasio ini akan dibandingkan antara biaya operasional dan 
pendapatan operasional. Semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik 





                                                             
12Andryani Isna K, “Analisis Pengaruh ROA,BOPO, dan Suku Bunga terhadap Tingkat 
Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 11 
No.01(2012), h. 31. 
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Berikut ini dalah tabel perkembangan rasio yang CAR, BOPO,dan NPF 
pada Bank Syariah Mandiri: 
Tabel 1.3 
Perkembangan rasio CAR, BOPO dan NPF 
Tahun CAR BOPO NPF 
2011 14,57 76,07 0,95 
2012 13,82 73,00 1,14 
2013 14,10 84,03 2,29 
2014 14,76 98,03 4,29 
2015 12,85 94,78 4,05 
2016 14,01 94,12 3,13 
Sumber : Laporan Keuangan Tahunan PT. Syariah Mandiri 
Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil 
telah dilakukan dan memiliki hasil yang tidak konsisten. Penilitian tersebut 
diantaranya yang dilakukan oleh, Wuri Arianti Novi Pratami, dalam penelitian 
skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset 
(ROA), terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa secara parsial hanya DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap 
pembiayaan, sedangkan CAR, NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap 
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Adequacy Ratio (CAR), Non Permorming Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap 




Sementara penelitian Lifstin wardiantika dan rohmawati kusumaningtias, 
dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap 
Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”. Hasil 
penelitian secara simultan DPK, CAR, NPF, dan SWBI mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. 
Secara parsial DPK mempunyai pengaruh positif pada pembiayaan murabahah, 
NPF mempunyai pengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah, kemudian 
CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
14
 
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 
telah dilakukan oleh wuri dan lifstin dalam penelitian ini penulis menambahkan 
variabel yang masih jarang digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam 
pengaruhnya terhadap penyaluran pembiayaan yaitu BOPO. Penulis memilih 
untuk melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri dikarenakan Bank 
Syariah Mandiri adalah Bank Umum Syariah yang memiliki total aset terbesar di 
Indonesia dan aset  Bank Syariah Mandiri pun tumbuh cukup baik. 
  Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 
mengangkat permasalahan serta meneliti dari variabel-variabel tersebut kedalam 
sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Non 
Performing Financing (NPF) Terhadap Alokasi Pembiayaan Berbasis Bagi 
Hasil PT. Bank Syariah Mnadiri”. 
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Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningtias, “Pengaruh DPK, CAR, NPF dan 
SWBI terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah tahun 2008-2012”. Jurnal Ilmu 
Manajemen Vol. 2 (Oktober 2014), h. 1550-1561. 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan rumusan 
masalah penelitian, sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap alokasi 
pembiayaan berbasis bagi hasil ? 
2. Bagaimana pengaruh  Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO) terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil ? 
3. Bagaimana pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan 
berbasis bagi hasil ? 
4. Bagaimana pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri 
dalam perspektif Ekonomi Islam ? 
 
E. Manfaat dan Tujuan Penelitian  
Penelitian mengenai Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional 
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Non Performing Financing (NPF) 
terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Syariah Mandiri 
memiliki beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari 
penelitian ini adalah: 
a. Mengetahui pengaruh dari Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap 
alokasi Pembiayaan berbasis bagi hasil. 
14 
 
b. Mengetahui pengaruh dari Biaya Operasional terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO) terhadap alokasi Pembiayaan berbasis bagi hasil. 
c. Mengetahui pengaruh dari Non Performing Financing (NPF) terhadap 
alokasi Pembiayaan berbasis bagi hasil. 
d. Untuk mengetahui dan menganalisa pembiayaan berbasis bagi hasil pada 
PT Bank Syariah Mandiri dalam perspektif Ekonomi Islam. 
2. Manfaat penelitian  
a. Secara teoritis 
Penelitian ini memberikan wawasan mengenai kinerja keuangan pada 
perbankan syariah dan diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang 
perbankan syariah dan menambah literatur mengenai bahasan tersebut. 
b. Secara praktis  
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai 
manajemen keuangan dan akuntansi perbankan syariah. Memberikan 
gambaran kondisi keuangan perbankan dan kegiatan yang ada di bank 
syariah. Serta bagi seorang manajer atau praktisi perbankan dapat 










A. Teori Sinyal (Signalling Theory) 
 Menurut Brigham dan Hauston isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang 
diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor trntang bagaimana 
manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi 
mengenai apa yang suda dilakukan manajemenuntuk merealisasikan keinginan 
pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang 
penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar 
perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 
informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik 
untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan dating bagi 
kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimna efeknya pada perusahaan.
15
 
 Informasi yang lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu sangat diperlukan 
oleh investor. Dalam perbankan sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan 
investasi. Informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan 
memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Jika 
pengumuman tersebut mengandung nilai positif, maka diharapkan pasar akan 
bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar.
16
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Eungene F. brigham dan Joel F Houaton, Manajemen Keuangan (Jakarta: Erlangga, 
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 Signaling Theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan 
untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan 
perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara 
perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai 
perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan 
kreditur). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan 
menyebabkan mereka melindungi diri dengan memberikan harga yang rendah 
untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perushaan dengan 
mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi 
asimetri adalah memeberikan sinyal pada pihak luar. Pada waktu informasi 
diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi tersebut, pelaku 
pasar terlebih dahulu menginterprestasikan dan menganalisis informasi tersebut 
sebagai sinyal baik (good news) atau sinyal buruk (bad news). Secara garis besar 
Signaling Theory erat kaitanya dengan ketersediaan informasi.  
 Laporan keuangan yang mencerminkan kinerja baik merupakan signal atau 
tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Signal baik akan direspon 
dengan baik pula oleh pihak luar, karena respon pasar sangat tergantung pada 
signal fundamental yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, bank 
harus terus memberikan sinyal positif kepada para nasbah dan masyarakat agar 
nasabah memperoleh keyakinan penuh dan jaminan keamanan terkait dana yang 
telah disimpan pada bank yang bersangkutan. Selain itu, salah satu bentuk sinyal 
positif yang dapat dilakukan oleh perusahaan perbankan adalah dengan terus 
memberikan promosi-promosi dan kerja nyata untuk membuktikan bahwa bank 
17 
 
tersebut lebih unggul dari pesainganya dan agar lebih dikenal oleh masyarakat 
luas.  
B. Perbankan Syariah 
1. Definisi Perbankan Syariah 
 Dalam UU No 21 Tahun 2008 mengenai perbankan syariah pasal 1 
mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. 
Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan 
unit usaha syariah, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses 
didalam melaksanakan kegiatan usahanya.
17
 Dilihat dari sistem 
operasionalnya, bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar denagn 
perbankan konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga 
kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasionalnya bank syariah, 
pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. 
Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari 
nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan 
dana di bank syariah.
18
 
 Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang 
menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank sariah 
menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor 
yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam 
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Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h.15  
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bentuk bagi hasil atau dalam bentuk lainya yang disahkan dalam syariat 
islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan, 
pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang 
diperoleh dalam margin keuntunagn, bentuk bagi hasil, dan bentuk lainya 
sesuai dengan syariat islam.
19
 
2. Dasar Hukum Perbankan Syariah 
Untuk menjalankan hukum syariah (dalam konteks perbankan), 
keberadaan Undang-Undang Dasar sangat penting, terutama berfungsi 
sebagai landasan konstitusi yang bersifat mengikat. 
a. Peraturan Perundang Undangan Tentang Bank Indonesia 
 Bank Indonesia sebagai bank sentral mempunyai peraturan penting 




1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia 
Keberadaan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank 
Indonesia diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi 
terselenggaranya bank sentral yang efektif. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tujuan Bank 
Indonesia adalah dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan 
nilai rupiah (pasal 7) dan untuk mencapai tujuan tujuan tersebut bank 
Indonesia mempunyai tugas yaitu: 
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a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 
b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 
c) Mengatur dan mengawasi bank (pasal 8)21 
2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-
Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 
Berdasrakan ketentuan undang-undang no. 3 tahun 2004 
terutama pasal 11 mengemukakan bahwa : 
a) Bank Indonesia dapat memberika kredit atau pembiayaan 
berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 
(Sembilan Puluh) hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan 
pendanaan jangka pendek. 
b) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang 
berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal 
sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterima. 
c) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia. 
d) Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang 
berdampak sistematik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang 
membahayakan sistem keuangan, bank Indonesia dapat 
memberikan pembiayaanya menjadi beban pemerintah.
22
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e) Ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai 
kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian 
fasilitas pembiayaan darurat dan sumber pendanaan yang berasal 
dari anggaran pendapatan dan belanja Negara diatur dalam 




b. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbankan Syariah  
Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku terkait denagn 
kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah sebagi 
berikut: 
1) Ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 
Keberadaan sistem bagi hasil dalam kegiatan operasional 
perbankan di Indonesia untuk pertama kali diadopsi secara formal 
melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 
perbakan, terutama terdapat dalam pasal : 
a) Pasal 1 ayat 12 
Kredit adalah penyediaan uang atas tagihan yang dapat 
dipersamakan denagn itu, berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 
setelah jangka waktu dengan bunga, imbalan atau pembagian 
hasil keuntungan. 
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b) Pasal 6 huruf m 
Mengenai usaha bank umum yang meliputi, penyediaan 
pembiayaan  bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai 
dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 
c) Pasal 13 huruf c 
Mengenai usaha bank perkreditan rakyat yang meliputi, 
menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi 




2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas 
Undang-Undang  No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. 
Pada pembagian penjelasan undnag-undang perbankan no. 10 
tahun 1998 dinyatakan bahwa peranan bank dalam 
menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah perlu 
ditingkatkan untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 
Maka pemberlakuan undang-undang ini memberikan kesempatan 
untuk seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang 
menyelanggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
25
 
3) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 
Pemberlakuan undnag-undang ini dimaksudkan khusus untuk 
menjadi paying hukum dalam perbankan syariah, dalam undnag-
undang ini juga memuat masalah kepatuhan syariah yang 
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kewenanganya berada pada  Dewan Syariah Nasional – Majelis 
Ulama Indonesia (DSN – MUI) melalui Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) yang ditempatkan pada masing-masing Bank Syariah dan 
Unit Usaha Syariah (UUS).
26
 
3. Tujuan  dan Fungsi Bank Syariah 
Dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 pasal 3,disebutkan bahwa 
perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan 
nasionaldalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan 
kesejahteraan rakyat. Tujuan bank syariah adalah sebagi berikut:
27
 
a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah atau 
beraktivitas secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan 
dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-
jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar 
(tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam islam, 
juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi 
rakyat. 
b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan 
meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi 
kesenjangan yang sangat besar antara pemilik modal dengan pihak yang 
membutuhkan dana. 
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c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang 
berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan 
kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian 
usaha. 
d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya 
merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. 
Upaya bank syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa 
pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus 
usaha yang lengkap seperti program pembinaan produsen, pembinaan 
pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program 
pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama. 
e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank 
syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan 
adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga 
keuangan. 




Fungsi bank syariah yang tercantum dalam pembukuan standar 
akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing 
Organizing for Islamic Financial Institution), yaitu sebagai berikut: 
a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. 
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b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya 
maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. 
c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat 
melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana 
lazimnya. 
d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas 
keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk 
mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, 
mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya. 
4. Jenis-Jenis Bank Syariah 
Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh 
masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan maupun transaksi 
perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda 
antara satu bank dengan bank lainnya. Beberapa bank syariah menawarkan 
semua produk perbankan, sebagian bank syariah hanya menawarkan produk 
tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syariah yang dapat diberikan 
kepada masyarakat tergantung jenis banknya.
29
 
a. Bank Umum Syariah 
Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitasnya 
melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan 
melaksanakan kegiatan lalu lintas pembayaran. Bank Umum Syariah 
dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang 
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dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank 
umum syariah disebut juga dengan Full Branch, karena tidak dibawa 
koordinasi bank konvensional. Bank umum syariah dapat dimiliki oleh 
bank konvensional, akan tetapi aktivitas serta pelaporannya terpisah 
dengan induk banknya. 
Kegiatan bank umum syariah secara garis besar dapat dibagi 
menjadi tiga fungsi utama yaitu; penghimpunan dana pihak ketiga atau 
dana masyarakat, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, dan 
pelayanan jasa bank. 
b. Unit Usaha Syariah 
Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang dibentuk oleh bank 
konvensional, akan tetapi dalam aktivitasnya menjalankan kegiatan 
perbankan berdasarkan prinsip syariah, serta melaksanakan kegiatan lalu 
lintas pembayaran. Aktivitas unit usaha sama dengan aktivitas yang 
dilakukan oleh bank umum syariah, yaitu aktivitas dalam menawarkan 
produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak 
yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya. 
Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank 
konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit 
yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit 
kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri 
yang melaksanakan kegiatan  usaha secara konvensional yang berfungsi 
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sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit 
syariah. (Undang-Undang Perbankan No. 21 Tahun 2008).
30
 
c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Bank pembiyaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank yang 
melaksanakan kegiatan uasah berdasarkan prinsip syariah yang dalam 
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS 
tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran atau transaksi 
dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS pada umumnya terbatas pada hanya 




C. Pembiayaan Bank Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam 
1. Definisi Pembiayaan 
Fungsi dan kegiatan bank syariah adalah menghimpun dana dan 
menyalurkan dana dengan istilah pembiayaan. Sebagaimana yang disebutkan 
dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1. Menurut Undang-
Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan  (pasal 1) disebutkan bahwa, 
“pembiayaan berdasarkan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang 
atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau 
kesepakatan antara bank denagn pihak lain yang mewajibkan pihak yang 
dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 
waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil”.  Dengan kata lain, pembiayaan 
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adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah 
direncanakan.
32
Sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu: 
                                 
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan 
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang 
demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang 




2. Penilaian Pemberian Pembiayaan 
Ada beberapa syarat penilaian pembiayaan yang sering dilakukan, 
diantaranya dengan analisis 5C , analisis 7P dan studi kelayakan. Analisis 5C 
dan 7P memiliki hubungan yang erat dimana analisis 7P merupakan 




a. Character (Karakter/Akhlak) 
Karakter dapat terlihat dari interaksi kehidupan seseorang dengan keluarga 
dan tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai karakter 
seseorang biasanya dilakukan dengan bertanya kepada tokoh masyarakat 
setempat maupun para tetangga calon penerima pembiayaan. 
 
 
                                                             
32
M Nur Rianto, Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012), h. 
146. 
33
Kasmir, op.cit, h.91-92 
28 
 
b. Condition Of Economic (Kondisi Usaha) 
Usaha yang dijalankan oleh calon penerima pembiayaan harus baik, 
dalam artian mampu mencukupi kebutuhan keluarganya, menutupi biaya 
operasional usaha, dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi modal 
usaha untuk berkembang lagi. Jika kelak mendapat pembiayaan maka 
diharapkan usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik dan akhirnya mampu 
melunasi kewajibanya. 
c. Capacity (Kemampuan Manajerial) 
Calon penerima pembiayaan harus mempunyai kemampuan 
manajerial yang baik, handal dan tangguh dalam menjalankan usahanya. 
Biasanya seorang wirausahawan sudah dapat mengatasi permasalahan 
yang mungkin timbul dari usahanya apabila sudah berjalan minimal dua 
tahun. 
d. Capital (Modal) 
Calon penerima pembiayaan harus mampu mengatur pembiayaanya 
dengan baik, dalam hal ini seorang pengusaha harus mampu menyisihkan 
sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala 
usahanya dapat ditingkatkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah 
apabila usaha calon penerima pembiayaan yang sebagian struktur 
permodalanya berasal dari luar, maka hal ini akan menimbulkam 
kerawanan pembiayaan bermasalah. 
e. Collateral (Jaminan) 
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Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali dana 
pembiayaan maka perlu diadakannya jaminan. Fungsi dari jaminan 
tersebut pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan jika penerima 
pembiayaan sudah tidak mampu melunasi pembiayaan. Kedua, sebagai 
pelunasan pembiayaan jika penerima pembiayaan melakukan wanprestasi. 
3. Tujuan Pembiayaan 
.Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 
pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang 
dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat 
menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan 
nasabh tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan 
kemitraan. Dalam pembiayaan pada bank syariah tujuan pembiayaan 
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat 
makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.
34
 
Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk : 
a. Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak dapat akses secara 
ekonomi,dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses 
ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. 
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk pengembangan usaha 
membutuhkan dana. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan 
melakukan aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan 
kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. 
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c. Meningkatkan produktifitas, pembiayaan memberikan peluang bagi 
masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya 
produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana. 
d. Membuka lapangan kerja baru dengan dibukanya sektor-sektor usaha 
melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan 
menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka 
lapangan kerja baru. 
e. Terjadi distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produtif mampu 
melakukan aktifitas kerja berarti akan memperoleh pendapatan dari hasil 
usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. 
Secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: 
a. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan 
tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha 
menginginkan mampu mencapai laba maksimal.untuk dapat mencapai 
laba usaha maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup. 
b. Upaya meminimalkan resiko. Usaha yang dilakukan adalah mampu 
menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus mampu 
meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal 
usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan. 
c. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat 
dikembangkan dengan melakukan mixing  anatara sumber daya alam 
dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya 
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alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber modal tidak ada, maka 
dipastikan pembiayaan. 
d. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak 
yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam 
kaitnya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat 
menjadi jembatan dalam penyeimbangan dana penyaluran kelebihan 
danadari pihak berlebihan  (surplus) kepada pihak yang kekurangan 
(minus) dana.  
3. Jenis-Jenis Pembiayaan 
Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki 
beberapa jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan pada bank syariah diwujudkan 
dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva yang tidak produktif yaitu: 
a. Jenis aktiva produktif pada bank syariah diwujudkan dalam bentuk 
sebagai berikut: 
1) Prinsip Bagi Hasil (Profit Loss Sharing) 
Prinsip inidipandang sebagai upaya untuk membangun masyarakat 
berdasarkan kejujuran dan keadilan dalam menghadapi 
ketidakpastian bisnis, dimana hal ini tidak ditemukan dalam sistem 
bunga. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah 
dalam dilakukan dalam empat akad utama yaitu, musyarakah, 
mudharabah, muzara’ah, dan musaqah. Pada prakteknya prinsip 
32 
 




a) Mudarabah (Trust Financing, Trust Investment) 
Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana 
(shahibul maal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, 
dan pihak pengelola usaha (mudharib) untuk melakukan kegiatan 
usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh menurut 
perbandingan (nisbah) yang disepakati.
36
 Adapun jenis 
mudharabah yaitu: 
(1)  Mudharabah Mutlaqah 
Pemilik dana (shahibul maal) memberikan keluasan penuh 
kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha 
maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan 
menguntungkan sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan syariah. 
(2)  Mudharabah muqayyadah 
Pemilik dana memberikan batasan-batasa tertentu kepada 
pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus 
dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha, dan 
sebagainya. 
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b) Pembiayaan Musyarakah 
     Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak 
atau lebih untuk satu usaha tertentu dimana setiap pihak 
memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan dan resiko (rugi) akan ditanggung bersama sesuai 
kesepakatan, masing-masing memasukkan penyertaan dana sesuai 
porsi yang disepakati.
37
 Pengelolaan kegiatan usaha dipercaya 
kepada nasabah. 
2) Prinsip Jual Beli (Sale and Purchase/Ba’i) 
Dalam penerapan prinsip syariah terdapat 3 (tiga) jenis prinsip jual 
beli. Yang banyak dikembangkan oleh perbankan syariah dalam 





Murabahah dalam istilah fiqih ialah jual beli atas barang 
tertentu. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam teknis 
perbankan murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku 
penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli 
barang.  
b) Salam 
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Salam merupakan pembelian suatu barang yang 
penyerahanya dilakukan kemudian hari sedangkan 
pembayaranya dilakukan dimuka secara tunai. Pembiayaan ini 
biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek 
untuk produksi agribisnis atatu hasil pertanian atau industry 
lainnya. 
c) Istishna 
Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan 
pembuat barang dengan pembayaran dimuka, baik dilakukan 
dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. Kontrak dibuat 
ditempat pembuat barang. Prinsip istisna menyerupai salam, 
hanya perbedaanya pada sistem pembayaranya. 
3) Prinsip Sewa (Operating Lease And Finansial Lease) 
Prinsip sewa (al-ijarah) terdiri dari dua jenis, yakni ijarah (sewa 
murni) dan ijarah muntahiya bit tamlik. Prinsip ijarah merupakan 
akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, dengan 
memberiakn pembayaran upah sewa, tanpa diikuti denagn 
pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
39
 Sedangkan ijarah 
muntahiya bit tamlik merupakan kombinasi antara akad sewa dan 
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4) Surat berharga syariah 
Surat berharga syariah adalah  surat berharga syariah adalah 
surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim 
diperdagangkan dipasar uang dan jasa, antara lain wesel, obligasi 
syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya 
berdasarkan prinsip syariah. 
5) Penempatan 
Penempatan adalah penanaman dana pada bank syariah lainnya. 
Seperti dalam bentuk giro, tabunagn wadiah, deposito berjangka, 
atau tabungan mudaharabah, pembiayaan yang diberikan, sertifikat 
investasi mudharabah antar bank atau bentuk-bentuk penempatan 
lainnya berdasarkan prinsip syariah. 
6) Penyertaan Modal 
Penyertaan modal adalah penanaman dana bank syariah dalam 
bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan 
syariah, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang 
konversi dengan opsi saham atau jenis transaksi tertentu berdasarkan 
prinsip syariah yang berakibat bank syariah memiliki atau akan 
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7) Transaksi Rekening Administratif 
Transaksi rekening administrative adalah komitmen dan 
konjungsi (Off Balance Shet) berdasarkan prinsip syariah yang 
terdiri atas bank garansi, Letter off Credit L/C, dan garansi lain 
berdasarkan prinsip syariah. 
8) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) 
SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 
sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip 
syariah. 
b. Jenis aktiva yang tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas 
pembiayaan adalah dalam bentuk pinjaman, yang disebut dengan 
pinjaman Qardh. Pinjaman qardh yaitu pemberian harta kepada orang 
lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain 
seseorang memberikan pinjaman tanpa mengahrapkan adanya imbalan. 
 
D. Laporan Keuangan 
1. Definisi Laporan Keuangan 
Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 
kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih dari itu informasi tersebut 
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dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.
42
 
Laporan keuangan  adalah laporan periodik atau berkala yang disusun yang 
disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum 
tentang status keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang 
terdiri dari neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.
43
 
 Laporan keuangan juga merupakan hasil dari proses akuntansi yang 
bersifat periodik melalui tahap pengumpulan dan pengolahan data keuangan 
untuk disajikan sebagai bahan perusahaan dalam pengambilan keputusan. 
2. Syarat-Syarat Laporan Keuangan 
Penyusunan laporan keuangan harus memenuhi standar akuntansi 
keuangan yang berlaku, serta memenuhi persyartan dalam penyajianya. 
Penyajian laporan keuangan memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi, 
syarta-syarat laporan keuangan tersebut adalah:
44
 
a. Relevan : bahwa data data yang diolah memiliki kaitan dengan transaksi. 
b. Jelas dan dapat dipahami : informasi yang disajikan, harus dapat 
ditampilkan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami dan dimengerti 
oleh semua pembaca laporan keuangan. 
c. Dapat diuji kebenaranya : data dan informasi yang disajikan harus dapat 
ditelusuri kapada bukti asalnya. 
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d. Netral : laporan keuangan harus memiliki periode pelaporan, dimana 
waktu penyajianya harus dinyatakan dengan jelas dan disajikan dalam 
batas waktu yang wajar. 
e. Lengkap : dalam penyajian laporan keuangan data yang disajikan dalam 
informasi akuntansi, harus lengkap sehingga tidak memberikan informasi 
yang menimpang bagi para pemilik laporan keuangan. 
f. Bermanfaaat untuk pengambilan keputusan : karakteristik kualitatif 
keseluruhan yang mempertimbangkan kualitas informasi akuntansi. 
Bermanfaat atau tidaknya informasi tersebut tergantung dari keputusan 
yang akan dibuat, cara pengambilan keputusan, informasi yang lain yang 
telah ada serta kemampuan memproses pengambilan keputusan.
45
 
g. Reabilitas : informasi yang reliabel dari bias-bias tertentu dan bias 
mencerminkan apa yang diukur (representatif). 
h. Tepat waktu : ketersediaan informasi ke pembuat keputusan sebelum 
informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi 
keputusan. Artinya jika informasi tidak ada pada saat dibutuhkan untuk 
mengambil keputusan, maka informasi tersebut tidak lagi relevan dan 
tidak mempunyai manfaat untuk pengambilan keputusan.
46
 
3. Tujuan Laporan Keuangan 
Laporan keuangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang 
bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan 
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keputusan ekonomi yang rasional. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
posisi keuangan ataupun perkembangan suatu perusahaan, yaitu:
47
 
a. Pemilik perusahaan  
Pihak ini sangat membutuhkan laporan keuangan yang berkaitan dengan 
perusahaanya. Hal tersebut karena pemilik perusahaan dapat menilai 
sukses atau tidaknya manajer dalam memimpin perusahaanya dan 
kesuksesan manajer dinilai dengan laba yang diperoleh perusahaan. 
b. Manajer atau pemimpin perusahaan 
Melalui laporan keuangan manajer atau pemimpin perusahaan dapat 
mengetahui posisi keuangan perusahaan periode yang baru berlalu, 
dengan begitu ia akan dapat menyusun rencana dengan lebih baik, 
memperbaiki pengawasan, mengatur strategi serta kebijakan-kebijakan 
yang lebih tepat dimasa mendatang. 
c. Para investor 
Para investor memiliki kepentingan terhadap prospek keuntungan pada 
masa mendatang dan perkembangan perusahaan. Laporan keuangan juga 
berguna sebagai informasi mengenai jaminan investasinya serta kondisi 
keuangan jangka pendek perusahaan. 
d. Para kreditur dan bankers 
Dengan meneliti dan melihat setiap laporan keuangan, pihak kreditur 
akan dapat memberikan sebuah rekomendasi terhadap kelayakan usulan 
pinjaman yang diajukan untuk kemudian direalisasikan atau disetujui. 
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Laporan keuangan akan memberikan informasi yang nantinya berguna 
untuk menentukan jumlah pajak yang dikenakan kepada perusahaan. 
Bagi pemerintah pusat laporan keuangan dijadikan sebagi data 





4. Jenis-Jenis Laporan Keuangan 
Sama seperti perusahaan, bank juga memiliki beberapa jenis laporan 
keuangan yang disajikan sesuai dengan SAK dan SKAPI. Artinya laporan 
keuangan harus dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Jenis-
jenis laporan keuangan yang umumnya digunakan bank, sebagai berikut:
49
 
a. Neraca  
Neraca merupakan laporan yang menunjukan posisi keuangan bank pada 
periode tertentu. Neraca adalah suatu laporan sistematis yang aktiva 
(asset), utang (liabilities), dan modal sendiri (owners equity) dari suatu 
perusahaan pada tanggal tertentu.
50
 
Dalam neraca bank, harta kekayaan dinyatakan dalam bentuk penyaluran 
atau investasi dana, baik dalam bentuk perkreditan, surat berharga, 
penempatan pada lembaga keuangan, aktiva tetap. Utang atau kewajiban 
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bank terdiri dari dana masyarakat, dana pinjaman antar bank, dana 
pinjaman dari pihak ketiga non bank, dan sumber dana lainnya. 
Sementara itu, modal bank terdiri dari setoran pemegnag saham, 
premium agio saham, penumpukan laba atau rugi kumulatif, dan laba 
atau rugi periode berjalan.
51
 
b. Laporan Komitmen dan Kontijensi 
Laporan komitemen merupakan suatu ikatan atau kontrak yang berupa 
janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak (irrevocable) dan harus 
dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati telah dipenuhi. 
Sedangkan laporan kontijensi merupakan tagihan atau kewajiban bank 
yang kemungkinan timbulnya tergantung pada terjadi atau tidaknya suatu 
peristiwa di masa dating. 
c. Laporan Laba Rugi 
Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan bank yang 
menggambarkan hasil usaha bank dalam suatu periode tertentu. Dalam 
lapaoran ini akan tergambar berapa jumlah pendapatan dan darimana saja 
sumber-sumber pendapatan serta jumlah biaya dan jenis biaya yang 
dikeluarkan. 
d. Laporan Arus Kas 
Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukan segala aspek 
yang berkaitan dengan kegiatan bank. 
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e. Catatan Atas Laporan Keuangan 
Catatan atas laporan keuangan berisi catatan tersendiri mengenai posisi 
Devisa Neto, menurut jenis mata uang dan aktivitas lainnya. 
f. Laporan Keuangan Gabungan dan Konsolidasi 
Laporan ini merupakan  laporan dari keseluruhan cabang bak yang 
bersangkutan, baik yang ada didalam maupun luar negeri, sedangkan 
laporan konsolidasi merupakan laporan bank yang bersangkutan dengan 
anak perusahaanya. 
Laporan keuangan bank memiliki persamaan dengan laporan keuangan 
perusahaan, namun ada perbedaan antara bank dan perusahaan lainnya, 
dimana bank wajib menyertakan laporan komitmen dan kontinjensi yaitu 
memberikan gambaran, baik yang bersifat tagihan, maupun kewajiban pada 
tanggal laporan. Lain halnya dengan bank syariah yang memiliki perbedaan 
laporan keuangan dengan bank konvensional, dimana terdapat tambahan 
komponen pada laporan keuangan, yaitu:
52
 
a. Laporan Perubahan Dana Investasi Terbatas 
Laporan ini merupakan laporan yang dibuat dengan memisahkan 
investasi terbatas berdasarkan sumber pembiayaan misalnya investasi 
yang dibiayai oleh rekening investasi terbatas, unit investasi portofolio 
investasi terbatas. 
b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah 
                                                             
52
Munawir, Analisa Laporan Keuangan (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 5.  
43 
 
Laporan ini adalah laporan yang mencakup sumber-sumber pengguanaan 
ZIS dan penggunaan atau penyaluran dana ZIS  tersebut pada suatu 
periode tertentu. 
c. Laporan Sumber Dana Penggunaan Dana Qardhul Hasan 
Laporan yang mencakup sumber-sumber dari dana qardhul hasan atau 
dana kebajikan yang ada pada bank syariah serta penggunaan atas dana 
tersebut. 
 
E. Rasio Keuangan 
Rasio keuangan atau financial ratio dapat menggambarkan keadaan suatu 
bank mengenai hasil yang diperoleh dari kegiatan ekonominya. Rasio keuangan 
digunakan untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. 
Bagi investor jangka pendek dan menengah umumnya lebih tertarik untuk melihat 
kondisi keuangan jangka pendek serta kemampuan untuk dapat membayar 
deviden yang memadai. 
Analisis rasio adalah salah satu cara pemrosesan dan menginterprestasian 
informasi akuntansi, yang dinyatakan dalam arti relative atau absolute untuk 
menjelaskan adanya hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka 
lainnya dari suatu laporan keuangan. sama halnya dengan laporan keuangan pada 
perusahaan industri, analisis laporan keuangan perbankan juga berguna sebagi 
44 
 
sistem peringatan awal (early warning system) terhadap adanya kemunduran 
ataupun kemajuan (pertumbuhan) kondisi keuangan suatu perusahaan.
53
 
Analisis rasio keuangan digunakan untuk membandingkan rasio saat ini 
dengan rasio masa lalu dan akan datang. Rasio keuangan dapat diurutkan dalam 
suatu periode tertentu dengan begitu penganalisis dapat mempelajari adanya 
perubahan serta menentukan apakah adanya perbaikan atau penurunan dalam 
kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam hal ini adalah perbankan.
54
  
Rasio keuangan memiliki hubungan yang erat dengan kinerja keuangan 
dimana dengan menggunakan rasio keuangan yang merupakan perbandingan 
angka-angka pada pos-pos laporan keuangan, maka dapat dinilai kondisi atau 
kinerja keuangan perusahaan. Rasio-rasio keuangan yang dapat mempengaruhi 
kinerja perusahaan perbankan adalah:
55
 
1. Rasio Solvabilitas, yaitu rasio yang bertujuan untuk mengukur efisiensi suatu 
bank berkenaan dengan modal dalam rangka mengembangkan usaha 
sekaligus menopang risiko kerugian yang timbul dari aktiva produktif yang 
mengandung risiko. Analisis rasio solvabilitas atau permodalan bertujuan 
untuk: 
a. Mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang 
tidak dapat dihindarkan. 
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b. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya 
hingga batas waktu teetentu karena sumber dana yang digunakan dapat 
juga berasal dari utang penjualan asset yang tidak dipakai dan lainya. 
c. Sebagai alat untuk mengukur besaran kekayaan bank yang dimiliki oleh 
para pemegang saham. 
d. Ketersediaan modal yang cukup akan membantu manajemen bank untuk 
bekerja secara efisien. 
2. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya, serta memenuhi permintaan kredit 
atau pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penagguhan. Penilaian likuiditas 
bank didasarkan pada dua jenis rasio, yaitu: 
a. Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktivitas lancar. 
b. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima bank. 
3. Rasio rentabilitas, yaitu rasio yang menunjukan kemampuan bank dalam 
menghasilkan laba selama periode tertentu serta mengukur tingkat efektifitas 
manajemen dalam operasionalnya. Penilaian rasio ini didasrkan pada dua 
jenis rasio, yaitu rasio laba terhadap total asset (ROA), dan rasio Beban 
Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). 
Rasio-rasio yang digunakan dalam penelitian ini yang menjadi variabel-






1. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Permodalan baik pada perusahaan maupun perbankan merupakan aspek 
yang sangat penting untuk kelangsungan dan kemajuan perusahaan. Secara 
tradisional modal merupakan sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik 
dalam suatu perusahaan. Teori struktur modal menyatakan bahwa 
penggunaan utang akan meningkatkan tambahan laba operasi perusahaan 
karena penegmbalian dari modal yang digunakan melebihi bunga yang harus 
dibayar, yang berarti akan meningkatkan keuntungan bagi investor dan 
perusahaan dengan peningkatkan laba dari tahun sebelumnya.
56
 
Dalam perbankan konvensional maupun syariah pengelolaan modal 
sangat diperlukan, bank harus memiliki modal yang cukup untuk membiayai 
kegiatan perbankan. Oleh karenanya didalam perbankan kecukupan modal di 
ukur dengan Capital Adequacy Ratio (CAR). Capital Adequacy Ratio (CAR) 
adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan 
yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam perkreditan atau 
dalam perdagangan surat-surat berharga. 
Capital Adequacy Ratio (CAR) atau dikenal dengan rasio kecukupan 
modal bank, yaitu bagaimana suatu perbankan mampu membiayai aktivitas 
kegiatanya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya.
57
 Bank Indonesia 
telah menetapkan modal Capital Adequacy Ratio (CAR), yaitu kewajiban 
penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank 
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sebagai suatu proporsi tertentu dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 
(ATMR)  atau secara sistematis.
58
 Ketentuan pemenuhan modal CAR yang 
memadai bertujuan untuk menjaga likuiditas bank dan untuk menghindari 
penyaluran pembiayaan tanpa analisa atau pertimbangan yang tepat terutama 
pada pihak atau individu yang terafiliasi dengan bank yang bersangkutan.
59
 
Berdasarkan definisi di atas dengan kata lain, Capital Adequacy Ratio  
adalah rasio kinerja bank yang dapat digunakan dalam mengukur kecukupan 
modal yang dimiliki bank untuk menunjang kegiatan atau operasional bank 
serta kerugian dari seluruh usaha yang dihadapi oleh bank. 
Modal yang memadai kan membantu bank untuk dapat menyalurkan 
dana yang lebih besar kepada pihak ketiga sehingga dengan modal tersebut 
mampu memberikan keuntungan bagi pihak bank dari dana yang disalurkan. 
Dalam hal faktor permodalan, semua bank diwajibkan untuk memnuhi 
tingkat kecukupan modalnya Capital Adequacy Ratio  (CAR) yang memadai 
untuk dapat menjaga likuiditasnya. Untuk menghitung rasio CAR maka 
terlebih dahulu harus diketahui nilai dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko 
(ATMR). Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) adalah nilai total 
masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot 
risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi 0% dan aktiva 
yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian, ATMR 
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menunjkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam 
jumlah yang cukup. 
60
 
Capital Adequacy Ratio merupakan rasio kecukupan modal yang 
mengukur tingkat kecukupan modal yang mengukur tingkat kecukupan modal 
atau Capital Adequacy Ratio pada bank, dapat digunakan rumus, yakni:
61
 
     
      
                                        
        
Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tentang 
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip 
Syariah Pasal 2 menyebutkan bahwa bank wajib menyediakan modal 
minimum sebesar 8% (delapan persen) dari aktiva tertimbang menurut 
risiko.
62
 Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tersebut maka bank yang 
dinyatakan sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR minimal 8%. 
2. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah 
rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional.  
Rasio BOPO sering disebut juga rasio efisiensi yang digunakan untuk 
mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya 
operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti 
semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan, 
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sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. 
Rasio BOPO menunjukan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, 
terutama kredit atau pembiayaan, dimana sampai saat ini pendapatan bank-
bank di Indonesia masih didominasi oleh pendapatan bunga kredit. Semakin 
kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik.  Bank yang sehat rasio BOPO 




Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah 
dibawah 90% karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati angka 
100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam 
menjalankan operasinya.
64
 Secara sistematis, menurut peraturan pemerintah 
nomor SE No.6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004  BOPO dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
     
                 
                      
      
 Biaya operasional dihitung berdasarkan penjualan dari total beban bunga 
dan total beban operasional lainya. Pendapatan operasional adalah 
penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan operasional 
lainnya. 
 Standar terbaik BOPO menurut Bank Indonesia adalah 92%. Skor nilai 
BOPO ditentukan sebagai berikut: 
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a. Lebih dari 125%, skor nilai :0 
b. Antara 92%-125%, skor nilai :80 
c. Antara 85%-92%, skor nilai :100 
d. Kurang 85%, skor nilai  :90 
Terdapat beberapa komponen pendapatan biaya operasional dan biaya 
operasional dapat dijelaskan sebagai berikut:
65
 
a. Pendapatan operasional, pendapatan operasional terdiri atas semua 
pendapatan yang merupakan hasil langsung dai kegiatan usaha bank 
yang benar-benar telah diterima. 
b. Beban operasional, beban operasional adalah semua biaya yang 
berhubungan langsung dengan kegiatan usaha bank.  
3. Non Performing Financing (NPF) 
Bank syariah adalah lembaga yang memiliki fungsi untuk menyalurkan 
dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam hal penyaluran 
dana pada bank syariah tidak mengenal istilah kredit tetapi pembiayaan. 
Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan istilah Non 
Performing Loan (NPL) sebagai indikator kredit bermasalah, pada bank 
syariah pembiayaan bermasalah disebut dengan Non Performing Financing 
(NPF). 
Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang muncul akibat 
adanya pembiayaan bermasalah atau risiko pembiayaan pada bank syariah. 
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Tujuan dari rasio tersebut adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pada 
pembiayaan yang dihadapi oleh bank.
66
 Non Performing Financing (NPF) 




Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 15/35/DPAU 
tanggal 29 Agustus 2013 perihal pemberian kredit atau pembiayaan oleh 
Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah, disebutkan bahwa Non Performing Financing (NPF) 
atau Non Performing Loan (NPL) total kredit tau total pembiayaan adalah 
penjumlahan kredit atau pembiayaan dengan kualitas kurang lancer, 
diragukan, dan macet yang disalurkan Bank Umum.
68
  
Berdasarkan kriteria yang telah  ditetapkan oleh Peraturan Bank 
Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian 
Kualitas Aktiva Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 
prinsip syariah, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan 
dibagi dalam 5 golongan diantaranya lancer (L), dalam perhatian khusus 
(DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).
69
 Kategori 
tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 
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a. Pembiayaan Lancar (Pass) 
Pembiayaan yang tergolong lancar apabila memenuhi kriteria 
sebagai berikut: 
1) Pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu. 
2) Memiliki mutasi rekening yang aktif. 
3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (cash 
collateral). 
b. Perhatian Khusus (Special Mention). 
Pembiayaan yang tergolong ke dalam pembiayaan dalam perhatian 
khusus apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum 
melampaui 90 hari. 
2) Terkadang terjadi cerukan. 
3) Mutasi rekening relatif aktif. 
4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. 
5) Didukung oleh pinjaman baru. 
c. Kurang Lancar (Substandard) 
Pembiayaan akan dikatakan kurang lancar apabila memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah 
melampaui 90 hari. 
2) Sering terjadi cerukan. 
3) Frekuensi mutasi rekening relative rendah. 
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4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 
90 hari. 
5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur. 
6) Dokumentasi pinjaman yang lemah. 
d. Diragukan (Doubtful) 
Pembiayaan akan dikatakan dalam kategori diragukan jika 
memiliki kriteria sebagai berikut: 
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah 
melampaui 180 hari. 
2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen. 
3) Terjadi kapitalisasi bunga. 
4) Dokumentasi hokum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan 
maupun peningkatan jaminan. 
e. Macet (Loss) 
Pembiayaan akan dikatakan dalam kategori macet jika memiliki 
kriteria sebagai berikut: 
1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang 
melampaui batas hingga 270 hari. 
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. 
3) Dari segi hokum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat 
dicairkan pada nilai wajar. 
Untuk menghiting rasio NPF dapat digunakan rumus sebagai berikut: 
NPF  = 
                           
                               
 X 100% 
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Semakin tinggi risiko NPF menunjukan bahwa semakin tingginya risiko 
pembiayaan bermasalah pada suatu bank yang dapat pula mempengaruhi 
pembiayaan yang disalurkan oleh bank. 
 
F. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil 
Perbankan syariah sebagai bagian dari system perbankan nasional 
mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah 
dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan 
konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip 
dalam transaksi keuangan atau operasional perbankan. Salah satu prinsip dalam 
operasional perbankan perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan resiko 
(profit and loss sharing). Penerapan ini tidak berlaku di perbankan konvensional 
yang menerapkan system bunga. 
Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan 
besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil, 
keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh 
kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk perbankan syariah 
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1. Pembiayaan Mudharabah 
Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul 
maal), yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola 
usaha (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Keuntungan 
yang diperoleh menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati.
71
 Sedangkan 
jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga 
bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola. 
Landasan Al-qur’an mengenai pembiayaan mudharabah terdapat dalam 
firman Allah: 
                                    
                            
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu.” (Q.S Annisa’: 29) 
Jenis pembiayaan mudharabah dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu: 
a. Mudharabah Mutlaqah 
Pemilik dana (shahibul maal) memberikan keluasan penuh kepada 
pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola 
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insani, 2012), h. 90. 
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pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan syariah.
72
 
b. Mudharabah muqayyadah 
Pemilik dana memberikan batasan-batasa tertentu kepada pengelola 
usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu 
pengelolaan, lokasi usaha, dan sebagainya. 




a. Modal Mudharabah 
Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada pengelola 
dana untuk dikelola dalam kegiatan usaha mudharabah. 
b. Pekerjaan atau usaha mudharabah 
Jenis usaha/pekerjaan diharapkan mewakili adanya kontribusi pengelola 
dana dalam usahanya untuk mengembalikan modal kepada penyedia 
dana. Jenis usaha dalam hal ini berhubungan dengan masalah 
managemen dari pembiayaan mudharabah itu sendiri. 
c. Keuntungan atau kerugian mudharabah 
Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan 
tujuan dari pembiayaan mudharabah. 
Teknis pembiayaan mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia 
adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan 
penyediaan fasilitas. Perhitungan bagi hasil menggunakan metode revenue 
                                                             
72





sharing, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil dari kerugianya. 
Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biaya-
biaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut. Proses pembiayaan 






    Keahlian       Modal 100% 
 
 Nisbah X%    Nisbah X% 
  
      Pengambilan modal pokok 
Gambar 2.1 
Skema Pembiayaan Jenis Mudharabah 
 
2. Pembiayaan Musyarakah 
Musyarakah adalah akad kerjasama antara para pemilik modal yang 
mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam 
musyarakah mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk 
membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang 
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 Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal modal tersebut berikut 
bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. 
Pembiayaan musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau 
aktiva non kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten. 
Laba musyarakah dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional 
sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva 
lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua mitra. Sedangkan rugi 
dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik 
berupa kas maupun aktiva lainya). Landasan Al-quran mengenai pembiayaan 
musyarakah terdapat dalam firman Allah: 
                                  
                            
                             
Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan 
Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian 
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang 
yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah 
mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia 
meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” 
(Q.S Shaad: 24). 
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Musyarakah dapat dibedakan menjadi 2 (dua jenis) yaitu: 
a. Musyarakah permanen 
b. Musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai 
akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. 
c. Musyarakah menurun 
Musyarakah dengan ketentuan bagian dana mitra akan dialihkan secara 
bertahap kepada mitra lainya sehingga bagian dananya akan menurun dan 




Beberapa unsur yang berkaitan dengan pelaksanaan musyarakah adalah  
sebagai berikut: 
a. Modal 
Modal musyarakah dikembalikan sesuai kesepakatan, sehingga dalam 
transaksi musyarakah jadwal angsuran yang diberikan kepada mitra adalah 
jadwal pengembalian modal. Dalam transaksi musyarakah mitra tidak 




Jika salah satu mitra memberiksn modalnya maka secara tidak langsung 
telah mempunyai andil dalam hal pekerjaan, dan setiap para mitra bias 
berhak sebagai agen/wakil dari perjanjian pekerjaanya. 
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c. Keuntungan atau Kerugian 
Hasil dari musyarakah adalah pembagian bagi hasil usaha yang diperoleh 
dari pengelolaan dana bersama yang besarnya sesuai nisbah yang 
disepakati pada awal akad. 
d. Aturan pengakhiran musyarakah 
Umumnya, musyarakah akan berakhir apabila salah satu mitra telah 
mencabut membatalkan akad, atau apabila ia meninggal, atau apabila 
kewenangan hukumnya telah hilang atau modal musyarakah rugi.
78
 Proses 













Skema Pembiayaan Jenis Musyarakah 
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Nasabah Parsial : 
Asset Value 








G. Tinjauan Pustaka 
  Penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Non 
Performing Financing (NPF) terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil 
pada PT Bank Syariah Mandiri telah dilakukan oleh beberapa peneliti 
sebelumnya, dan juga memiliki hasil penelitian yang beragam.  
Penilitian tersebut diantaranya yang dilakukan oleh, Wuri Arianti Novi 
Pratami, dalam penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak 
Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), 
dan Return On Asset (ROA), terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah. Sampel 
penelitian ini adalah Laporan Keuangan triwulan Bank Muamalat Indonesia 
periode 2001-2011, hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial hanya 
DPK yang berpengaruh signifikan positif terhadap pembiayaan, sedangkan CAR, 
NPF dan ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, secara simultan variabel 
DPK, CAR, NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.
80
 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wuri adalah dalam penelitian ini 
menggunakan variabel CAR, BOPO dan NPF  sebagai variabel independen, BSM 
sebagai objek penelitian dan periode penelitian dari tahun 2011-2016. 
Nur Gilang Giannini, pada penelitianya yang berjudul “Faktor yang 
Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di 
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Indonesia”. Penelitian ini menggunakan populasi laporan keuangan triwulan dari 
seluruh bank umum syariah di Indonesia pada periode tahun 2010-2012, dan 
sampel 6 bank umum syariah. Hasil penelitianya adalah FDR, NPF, ROA, CAR, 
dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan 
mudharabah Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif 
terhadap pembiayaan mudharabah.variabel NPF tidak berpengaruh terhadap 
pembiayan mudaharabah, sedangakan variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil 
berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.
81
 Perbedaan penelitian ini 
dengan penelitian Nur Gilang  adalah dalam penelitian ini menggunakan variabel 
CAR, BOPO dan ROA sebagai variabel independen, BSM sebagai objek 
penelitian dan periode penelitian dari tahun 2011-2016. 
 Lifstin wardiantika dan rohmawati kusumaningtias, dalam penelitian yang 
berjudul “Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan SWBI terhadap Pembiayaan 
Murabahah pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012”. Penelitian ini 
menggunakan sampel laporan keuangan bank umum syariah tahun 2008-2012, 
dengan hasil penelitian secara simultan DPK, CAR, NPF, dan SWBI mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada bank umum 
syariah. Secara parsial DPK mempunyai pengaruh positif pada pembiayaan 
murabahah, NPF mempunyai pengaruh negative terhadap pembiayaan murabahah, 
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kemudian CAR dan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
82
 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Liftian dan Rohmawati, adalah dalam 
penelitian ini menggunakan variabel CAR, BOPO dan NPF sebagai variabel 
independen, BSM sebagai objek penelitian dan periode penelitian dari tahun 
2011-2016. 
Ridhlo Ilham Putra Wardana, dalam penelitian yang berjudul “Analisis 
pengaruh CAR,  FDR, NPF, BOPO dan Size terhadap profitabilitas Pada Bank 
Umum Syariah di Indonesia”. Sampel penelitian ini menggunakan 5 Bank Umum 
Syariah yang terdaftar di BI. Hasil penelitianya adalah bahwa CAR, BOPO dan 
Size menunjukan hasil yang berpengaruh negative terhadap profitabilitas bank. 
Sedangkan variabel FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan dan berkoefisien 
regresi positif. 
83
 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ridhlo adalah dalam 
penelitian ini menggunakan variabel CAR, BOPO dan NPF sebagai variabel 
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H. Kerangka Berpikir 
Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu berbentuk 
modal. Dengan kata lain, modal adalah aspek paling penting bagi suatu unit bisnis 
bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah 
satunya dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Capital Adequacy Ratio 
(CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva 
bank yang mengandung unsur (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada 
bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana 
dari sumber-sumber diluar bank itu sendiri. Dengan kata lain CAR adalah rasio 
kinerja bank untuk mengatur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk 
menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan resiko. Modal yang kuat 
akan memberikan peluang yang lebih besar kepada bank untuk menyalurkan 
pembiayaan kepada masyarakat. 
BOPO adalah rasio yang sering disebut rasio efisiensi yang digunakan 
untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya 
operasional terhadap pendapatan operasional.
84
 Pengelolaan pembiayaan sangat 
diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang 
pendapatan terbesar bagi bank syariah. Semakin kecil rasio ini berarti semakin 
efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan, sehingga 
kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Semakin tinggi 
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biaya pendapatan bank berarti kegiatan operasionalnya semakin tidak efisien 
sehingga pendapatan bank juga semakin kecil. Dengan kata lain BOPO 
berpengaruh terhadap profitabilitas atau ROA bank. 
Rasio Non Performing Financing (NPF) merupakan indicator dari 
penilaian risiko pembiayaan bank, dimana risiko tersebut terjadi akibat kegagalan 
nasabah dalam mengembalikan cicilan pokok, bagi hasil ataupun keuntungan 
terhadap pihak bank. Itu artinya jika rasio NPF tinggi maka risiko pembiayaan 
juga akan tinggi dan akan mempengaruhi alokasi pembiayaan bagi bank untuk 
periode selanjutnya. 
Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka berpikir dituangkan dalam 











Keterangan :  = Uji Parsial 










I. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis Penelitian 
 Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang 
kebenaranya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang 
diperoleh dari tinjaun pustaka. Secara signalling theori yang menjelaskan 
mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan 
keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan 
informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan prospek yang 
akan datang dari pihak luar (investor dan kreditor). Satu cara untuk mengurangi 
informasi asimetri adalah denagn memberikan sinyal pada pihak luar.
85
  
1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap alokasi pembiayaan 
berbasis bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri 
CAR memperlihatkan seberapa jauh bank mengelola aktiva yang 
mengandung resiko atau kredit. Maka dari itu semakin tinggi CAR maka 
semakin besar pula sumber daya finansial yang digunakan untuk keperluan 
pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang di sebabkan 
oleh kredit. Hal tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Wuri 
Arianti, Liftin Wardani yang memiliki hasil bahwa CAR berpengaruh negatif 
terhadap pembiayaan pada bank syariah.  
Implikasi signalling theory pada penelitian ini yaitu terkait dengan 
perusahaan dalam menekan pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh 
perusahaan terhadap pengambilan keputusan investasi dari pihak luar 
perusahaan. Apabila perusahaan sendiri tidak mengungkapkan informasi 
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secara luas, maka investor jiga akan berfikir kembali mengambil keputusan 
untuk berinvestasi. Hipotesis yang dirumuskan: 
H1: Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah 
Mandiri. 
2. Pengaruh Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri 
BOPO merupakan rasio untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam 
menjalankan kegiatan operasinya. Jika rasio BOPO semakin kecil maka 
semakin efisien biaya operasional bank yang dikeluarkan dan pembiayaan 
semakin banyak yang disalurkan. Jika kondisi biaya operasional meningkat 
tetapi seimbang dengan diiringinya pendapatan operasionalnya maka bank 
tersebut mampu memperoleh keuntungan dari kegiatan operasionalnya 
termasuk dari alokasi pembiayaan. Artinya bank akan tetap menyalurkan 
pembiayaan meskipun dengan mengeluarkan biaya operasional, karena bank 
yakin tanggungan tersebut akan tertutup oleh pendapatan operasional. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edhi Satriyo Wibowo dan 
Muhammad Syaicu dengan hasil penelitian yaitu BOPO berpengaruh pada 
profitabilitas bank. Hipotesis yang dirumuskan: 
H2: Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
berpengaruh positif terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil 
PT. Bank Syariah Mandiri. 
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3. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap pembiayaan berbasis 
bagi hasil PT Bank Syariah Mandiri 
NPF atau indikator dari penilaian risiko pembiayaan bank, dimana risiko 
tersebut merupakan terjadi akibat kegagalan nasabah dalam mengembalikan 
kewajiabanya. Jika NPF tinggi maka artinya pembiayaan bermasalah dalam 
bank tersebut juga masih tinggi, jika NPF rendah maka artinya pembiayaan 
bermasalah dalam bank tersebut juga masih rendah. Tinggi rendahnya NPF 
akan mempengaruhi pembiayaan yang akan dialokasikan bank kepada 
nasabah. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Novia 
Nur Biaty yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap alokasi 
pembiayaan berbasis bagi hasil. 
Implikasi signalling theory pada penelitian ini adalah informasi berupa 
NPF atau tingkat pembiayaan bermasalah, dengan demikian jika NPF rendah 
maka akan menjadi sinyal yang baik bagi investor, karena dengan NPF 
rendah menunjukan bahwa manajemen sudah sepenuhnya baik dalam 
memanajerial penyaluran pembiayaan. Hipotesis yang dirumuskan: 
H3:  Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan 
signifikan  terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. 









A. Jenis dan Sifat Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian library research yaitu 
penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan metode 
pengumpulan data berdasarkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian 
dan sumber data tertulis lainnya yang ada diperusahaan yang berhubungan 
dengan pokok pembahasan penelitian yang dijadikan sebagai dasar 
perbandingan antara data yang penulis dapatkan dilapangan. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu metode penelitian yang dilakukan 
untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, serta 
menguji dan menggunakan kebenaran suatu masalah atau pengetahuan.
86
 
Maka penelitaian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh CAR, BOPO dan 
NPF terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil. 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
 Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data yang bersifat 
kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk angka-
angka baik secara langsung diperoleh dari hasil penelitian maupun data 
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kulitatif yang diolah menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri adalah 
serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian yang masih berbentuk 
fakta-fakta verbal atau hanya berupa keterangan saja. Data tersebut dapat 
menjadi kuantitatif setelah dilakukan pengelompokan dan dinyatakan dalam 
bentuk angka. 
 Selain itu, dalam penelitian ini dimensi waktu data penelitian 
menggunakan time series. Time series merupakan data yang disusun 
berdasarkan kurun waktu , seperti data harian, mingguan, bulanan, triwulan 
atau tahunan. Dalam penelitian ini data kuantitatif yag digunakan berupa 
laporan keuangan Triwulan Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016. 
2. Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung melalui media perantara (data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak 
lain).
87
 Data sekunder umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan 
historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) baik yang 
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.  
 Dalam hal ini peneliti memperoleh data sekunder dari laporan keuangan 
Bank Syariah Mandiri sebagai data dalam pengalokasian pembiayaan 
berbasis bagi hasil, dasar hukum dan peraturan-peraturan mengenai 
perbankan yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa 
Keuangan, serta literatur-literatur yang relevan dengan bahasan penulis. 
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C. Metode Pengumpulan Data 
  Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi merupakan 
catatan peristiwa yang sudah terjadi, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar 
atau karya-karya monumental seseorang.
88
 Metode ini merupakan suatu cara 
untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal ata variabel berupa 
catatan, laporan skeuangan, transkip, buku-buku, surat kabar, majalah dan 
sebagainya. 
Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah data yang telah 
dikumpulkan, diolah dan dipublikasikan oleh pihak lain, yaitu berupa laporan 
keuangan yang telah diaudit dan dipublikasikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri 
melalui situs website resmi PT. Bank Syariah Mandiri.
89
 
D. Definisi Operasional Penelitian 
 Dalam sebuah penelitain dibutuhkan variabel yang akan menjadi topik dari 
penelitian. Variabel penelitian adalah suatu konstruk, atribut atau sifat atau nilai 
seseorang, obyek maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan 
peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulanya. Adapun definisi operasional 
variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Variabel Dependen (Y) 
 Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 
variabel independen. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pembiayaan 
berbasis bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang 
tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai 
dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh 
nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang 
bertransaksi. Produk perbankan syariah yang termasuk kedalam kelompok 
bagi hasil adalah mudharabah dan musyarakah.
90
 
2. Variabel Independen (X) 
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 
terikat, baik secara positif maupun negatif. Jika terdapat variabel dependen 
maka harus terdapat variabel independen. Dalam penelitian ini terdapat tiga 
variabel bebas, yaitu: 
a. Variabel X1 adalah tingkat kecukupan modal yang diukur denagn 
indikator Capital Adequacy Ratio (CAR), yaitu rasio kecukupan modal 
bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada 




b. Variabel X2  adalah Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO) yaitu rasio yang sering disebut rasio efisiensi yang 
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digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 
mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.
92
 
c. Variabel X3 adalah Non Performing Financing (NPF) yaitu indikator 
dari penilaian risiko pembiayaan bank, yang diakibatkan karena 
kegagalan nasabah dalam mengembalikan kewajibanya kepada bank 
berdasrakan perjanjian yang disepakati. Melalui NPF maka dapat dilihat 
tingkat pembiayaan bermasalah pada suatu bank.
93
 Berdasarkan uraian di 
atas, definisi operasional variabel yang akan digunakan dalam penelitain 
ini diringkas dalam tabel berikut: 
Tabel 3.1 
Definisi Operasional Variabel 
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E. Teknik Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Regresi yang baik adalah regresi yang memiliki data yang 
berdistribusi normal. Uji normalitas digunakan untuk melihat data dari 
setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi normal.
94
 Metode uji 
normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jarque-Bera. Uji 
Jarque-Bera mengukur perbedaan skewness dan kuortis data 




b. Uji Heteroskodastisitas 
Regresi yang baik adalah varian residualnya bersifat 
homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskodasitas. Tujuannya 
adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan 
varians dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lainnya. 
Untuk mengetahui adanya gejala heteroskedasitas dapat 
menggunakan uji white. Uji white dilakukan dengan ketentuan nilai prob. 
dari F hitung dan Chi-Square hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05. 
Apabila nilai signifikansi >α = 0,05 (5%), maka dapat dikatakan model 
regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 
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c. Uji Autokorelasi 
Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya (t-1).
96
 Konsekuensi 
dari adanya autokorelasi adalah terjadinya peluang keyakinan menjadi 
besar serta varian dan nilai kesalahan standar akan ditaksir terlalu rendah. 
Autokorelasi dapat dideteksi dengan melakukan uji durbin-waston (d). 
Hasil perhitungan durbin-warson (d) dibandingkan dengan nilai 
tabel d pada α = 0,05, pada tabel d terdapat nilai batas atas (dL) dan nilai 
batas bawah (dU). Jika d < dL dan apabila d>4 – dL maka terdapat 
autokolerasi. Jika dU < d < 4 dU berarti tidak terjadi autokolerasi. 
d. Uji multikolineritas 
Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi 
ditemukan kolerasi antara variabel independen yang kuat/tinggi.
97
 
Pendeteksian terhadap multikolineritas dalam model regresi berganda, 
dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor). 
Dari hasil analisis regresi. Ukuran ini menunjukan setiap variabel 
independen manakah yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 
lainnya. Apabila VIF > 10 maka dapat dikatakan terdapat 
multikolineritas yang serius.  
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2. Analisis Regresi Berganda 
Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis 
regresi berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen 
kriterium yang dapat diprediksi melalui variabel independen atau predictor, 
secara parsial maupun simultan. Dengan demikian model regresi linier 
beganda bila dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis adalah sebagai 
berikut: 
Y = a + b1 . X1 + b2 . X2 + b3 . X3 …+ bk . Xk + e 
Keterangan : 
 Y : Pembiayaan berbasis bagi hasil 
a : konstanta (nilai Y, apabila X1, X2, X3, XK =0) 
X1 : Capital Adequacy Ratio (CAR) 
X2 : Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
X3 : Non Performing Financing (NPF) 
b : koefisien regresi 
e : error 
a. Koefisien Determinasi (R2) 
 Untuk mengetahui ketetapan atau kecocokan garis regrsi yang 
terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi, perlu dilihat 
sampai seberapa jauh model yang termasuk mampu menerangkan kondisi 
yang sebenarnya. Dalam analisis regresi dikenal suatu ukuran yang 
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dipergunakan untuk keperluan tersebut, dikenal dengan Koefisien 
Determinasi (R
2
). Selain itu Koefisien Determinasi menunjukan ragam 
(variasi) naik turunya Y yang diterangkan oleh pengaruh linier X (berapa 
bagian keragaman dalam variabel Y yang dapat dijelaskan oleh 
beragamnya nilai-nilai variabel X). 
 Uji koefisien determinasi dimana niali yang mendekati angaka satu 
berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 
informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi  variasi variabel 
dependen.
98
 Namun, model koefisien determinasi memiliki kelemahan 
yakni bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 
kedalam model.
99
 Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan 
niali dari Adjusted R
2
 untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik. 
b. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji Statistik F) 
Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen secara serentak. Uji F dapat 
dilakukan dengan membandingkan tingkat nilai signifikansi dengan nilai 
α = 0,05. Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara nilai 
signifikansi dengan nilai α = 5% dengan ketentuan sebagai berikut:100 
1) Jika nilai Sig > α maka Ho diterima 
2) Jika nilai Sig < α maka Ha diterima 
c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 
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Pengujian ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh 
variabel independen secara individual (parsial) dalam menerangkan 
variasi variabel dependen. Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t 
adalah nilai F tabel dapat dilihat pada F statistik pada dF 1= n-k-1 atau 

















ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Obyek Penelitian 
1. Profil Obyek Penelitian 
a. Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri 
Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah terbesar 
di Indonesia. Keberadaan PT. Bank Syariah Mandiri berawal dari adanya 
krisis multi-dimensi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998. 
Krisis tersebut memberikan dampak yang buruk bagi perbankan 
Indonesia. Bank-bank konvensional yang mendominasi perbankan di 
Indonesia menngalami rush atau penarikan dana secara besr-besaran oleh 
nasabah hingga harus di likuidasi. Keadaan tersebut menuntut pemerintah 
Indonesia untuk mengambil tindakan dengan merestrukturisasi beberapa 
bank di Indonesia. 
Disamping itu, dengan adanya krisis tersebut mulai berkembang 
pemikiran mengenai suatu konsep perbankan yang dapat membantu 
mengeluarkan Indonesia dari krisis yang berkepanjangan tersebut yaitu 
dengan melahirkan konsep perbankan berdasarkan prinsip syariah. Disisi 
lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah 
mengambil inisiatif untuk melakuakn penggabungan (merger) 4 empat 
bank milik pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, 
Bank Exim dan Bapindo, menjadi satu bank yang kokoh yakni PT. Bank 
Mandiri (Persero), Tbk pada tangga; 31 juli 1999. 
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Kebijakan tersebut juga menetapkan PT. Bank Syariah Mandiri 
(Persero), Tbk sebagai pemilik mayoritas PT. Bank Susila Bakti (BSB). 
PR. BSB merupakan salah satu Bank konvensional yang dimiliki oleh 
Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan 
PT. Mahkota Prestasi. Lahirnya Undang-Undang No.10 tahun 1998 
tentang Perbankan memberi peluang bagi Bank Umum untuk melayani 
transaksi syariah (dual banking system). 
Sebagai bentuk respon peraturan pemerintah tersebut, PT. Bank 
Mandiri (Persero), Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim 
Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk 
mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT. 
Bank Mandiri (Persero), Tbk. 
Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa 
pemberlakuan UU tersebut menjadi momentum yang tepat untuk 
melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti dan Bank konvensional 
menjadi Bank Syariah. Kegiatan usaha BSB berhasil bertransformasi 
menjadi Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dengan nama PT. 
Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: 
sutjipto, SH, No. 23 Tanggal 8 september 1999. 
Perubahan BSB  tersebut juga dilakukan oleh Gubernur Bank 
Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 
1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior 
Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama 
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menjadi PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), pada senin Tanggal 25 Rajab 
1420 atau Tanggal 2 November 1999 PT. Bank Syariah Mandiri resmi 
beroperasi. 
Lahirnya PT. Bank Syariah Mandiri sebagai bentuk dukungan PT. 
Bank Susila Bakti dan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk yang 
memandang penting untuk menghadirkan bank syraiah dalam system 




b. Visi, Misi dan Tata Nilai PT. Bank Syariah Mandiri 
Visi dari PT. Bank Syariah Mandiri adalah Bank Syariah terdepan dan 
modern (The Leading an Modern Sharia Banking). Adapun misi PT. 
Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut: 
1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industry 
yang berkesinambungan. 
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi, yang 
melampaui harapan nasabah. 
3) Mengutamakan menghimpun dana murah dan penyaluran 
pembiayaan pada segmen ritel. 
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah secara 
universal. 
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang 
sehat. 
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6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 
Sedangkan tata nilai PT. Bank Syariah Mandiri untuk mewujudkan 
visi dan misi Bank Syariah Mandiri insan-insan  BSM perlu menerapkan 
nilai-nilai yang disebut denagn BSM shared value yang terdiri dari 




2. Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri 
PT. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang mempunyai 
beragam produk untuk memfasilitasi masyarakat terhadap kebutuhan 
keuanganya. Adapun produk-produk PT. Bank Syariah Mandiri yang dapat 
dimanfaatkan oleh masyarakat sebagi berikut:
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a. Tabungan : BSM Tabungan Berencana; BSM Tabungan Simpatik; BSM 
Tabungan Pensiun; BSM Tabunganku; BSM Tabungan Saham Syariah. 
b. Giro : BSM Giro, BSM Giro Valas; BSM Giro Singapore Dollar; BSM 
Giro Euro. 
c. Deposito : BSM Deposito; BSM Deposito Valas. 
d. Jasa Produk : BSM Card; BSM Sentra Bayar; BSM SMS Banking; BSM 
Mobile Banking; BSM Net Banking; BSM Jual Beli Valas; BSM 
Electonic Payroll; Transfer Uang Tunai; BSM E-Money; BSM Transfer 
Lintas Negara Western Union; BSM Kliring; BSM Inkaso; BSM RTGS; 
BSM Transfer Valas; BSM Pajak Online; BSM Referensi Bank; BSM 
Standing Order; BSM Payment Point. 








B. Analisis Data 
1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui jumlah data (n) yang 
digunakan dalam penelitian serta menunjukan nilai maksimum, minimum, 
nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi. Berdasarkan analisis statistik 





CAR BOPO NPF 
Mean 16,22 13,51 84,65 2,64 
Median 16,15 13,75 85,78 2,47 
Maximum 16,62 15,53 98,46 4,70 
Minimum 15,99 11,06 69,24 0,86 
Std. Dev. 0,18 1,22 10,70 1,42 
Observations 24 24 24 24 
Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018 
Berdasarkan tabel uji statistik deskriptif diatas, diketahui bahwa jumlah 
data atau n yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24. Pembiayaan 
berbasis bagi hasil sebagai variabel dependen memiliki rata-rata (mean) 
sebesar  16,22% dan nilai standar deviasi sebesar  0,18% dengan nilai 
minimum sebesar  15,99% dan nilai maksimum sebesar 16,62%. Variabel 
Capital Adequacy Ratio (CAR), pada tabel di atas menunjukan bahwa CAR 
pada data triwulan selama periode 2011-2016 memiliki nilai minimum 
sebesar 11,06% yang terdapat pada triwulan tiga tahun 2011, sedangkan 
untuk nilai maksimum Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 15,53% yang 
terdapat pada triwulan tiga tahun 2014. 
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Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki CAR adalah sebesar 13,51% 
dengan standar deviasi 1,22%. Nilai standar deviasi menunjukan nilai yang 
lebih rendah dibandingkan dengan nilai mean, hal ini menunjukan bahwa 
simpangan data pada variabel CAR tidak terlalu besar. Dengan begitu dapat 
dikatakan bahwa variasi antara nilai minimum dan maksimum pada periode 
pengamatan relative rendah, sehingga dapat dikatakan baik, karena tidak ada 
kesenjangan yang relative besar antara nilai maksimum dan minimum CAR. 
Variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
pada tabel diatas menunjukan bahwa BOPO pada data triwulan selama 
periode 2011-2016 memiliki nilai minimum sebesar 69,24% yang terdapat 
pada triwulan satu tahun 2013, sedangkan untuk nilai maksimum BOPO 
sebesar 98,46% yang terdapat pada triwulan empat tahun 2014. Nilai rata-rata 
(mean) yang dimiliki BOPO adalah sebesar 84,65% dengan standar deviasi 
sebesar 10,70%. Nilai standar deviasi menujukan nilai yang lebih rendah 
dibandingkan dengan nilai mean, hal ini menunjukan bahwa simpangan data 
pada variabel BOPO tidak terlalu besar. 
  Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara nialai minimum 
dan maksimum pada periode pengamatan relatif rendah, sehingga dapat 
dikatakan baik, karena tidak ada kesenjangan yang relatif besar antara nilai 
maksimum dan minimum pada BOPO. 
  Variabel Non Performing financing (NPF), pada tabel diatas 
menunjukan bahwa NPF pada data triwulan selama periode 2011-2016 
memiliki nilai minimum sebesar 0,86% yang terdapat pada triwulan satu 
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tahun 2012, sedangkan untuk nilai maksimum sebesar 4,70% yang terdapat 
pada triwulan dua tahun 2015 yang terdapat pada triwulan dua tahun 2015. 
Nilai rata-rata (mean) yang dimiliki NPF adalah sebesar 2,64% dengan 
standar deviasi sebesar 1,42%.  
  Nilai standar deviasi menunjukan hasil yang lebih rendah dibandingkan 
dengan nilai mean, hal ini menunjukan bahwa simpangan data pada variabel 
NPF tidak terlalu besar. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa variasi antara 
nilai minimum dan maksimum pada periode pengamatan relatif rendah. 
Sehingga dapat dikatakan baik, karena tidak ada kesenjangan yang relative 
besar antara nilai maksimum dan minimum pada NPF. 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas  
Pada penelitian ini dilakukan uji normalitas data untuk melihat 
apakah data dari variabel-variabel yang digunakan berdistribusi normal. 
Berikut adalah uji normalitas menggunakan eviews 9. 
Tabel  4.2 
Uji Normalitas 
Sampel Jarque-Bera Probability Keterangan 
24 0,262776 0,876877 Normal 
Sumber: Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018 
Uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera untuk melihat data 
yang digunakan berdistribusi normal atau tidaknya secara sederhana 
yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas Jarque-Bera dengan 
tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila probabilitas Jarque-Bera hitung lebih 
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besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal 
dan sebaliknya. Berdasarkan hasil uji normalitas diatas nilai probabilitas 
Jarque-Bera sebesar 0,876877 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
data dalam penelitian ini normal yang artinya asumsi klasik tentang 
kenormalan telah dipenuhi. 
b. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedasitisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam 
model regresi terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan 
ke pengamatan yang lain. Pada penelitian ini untuk mengetahui adanya 
heteroskedatisistas dapat menggunakan uji white, dengan ketentuan nilai 
Obs*R-Square dan nilai Probabilitas (Chi-Square) lebih besar dari 
tingkat alpha 0,05.  
Tabel 4.3 
Uji Heteroskedatisitas 
Obs*R-square Probabilitas  
(Chi-Square) 
Keterangan 
7,295918 0,630 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
Sumber : Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018 
  Berdasarkan hasil uji heteroskedatisitas pada tabel di atas 
menunjukan bahwa nilai Obs*R-Square dan nilai Probabilitas (Chi-
Square) lebih besar dari tingkat alpha 0,05 yaitu 7,295918 > 0,05 dan 
0,630 > 0,05. Hal tersebut menunjukan bahwa H0 diterima yang artinya 





c. Uji Autokorelasi 
Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya (t-1). Autokorelasi 
dapat dideteksi dengan melakukan uji durbin-waston (d). Hasil 
perhitungan durbin-warson (d) dibandingkan dengan nilai tabel d pada α 
= 0,05, pada tabel d terdapat nilai batas atas (dL) dan nilai batas bawah 
(dU). Jika d < dL dan apabila d>4 – dL maka terdapat autokolerasi. Jika 
dU < d < 4 dU berarti tidak terjadi autokolerasi. Hasil uji durbin-waston 
ditunjukan dengan hasil sebagai berikut: 
Tabel 4.4 
Uji Autokorelasi 
Sampel Durbin-Watson Keterangan 
24 2,0392 Tidak terjadi autokorelasi 
Sumber : Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018 
Hasil uji autokorelasi dengan model durbin-watson menunjukan 
angka d sebesar 2,0392, sementara jumlah data (n) pada penelitian ini 
berjumlah 24 maka nilai batas atas (dL) sebesar 1,1010 dan nilai batas 
bawah (dU) sebesar 1,6565. Berdasarkan ketentuan durbin-waston bahwa 
data dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika dU < d < 4 – dU, 
maka hasil uji ini menunjukan 1,6565 < 2,0392 < 2,3435 yang artinya 
data pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 
d. Uji Multikolineritas 
Uji ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat korelasi antar 
variabel independen nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan 
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adanya gejala multikolineritas dengan melihat nilai tolerance ≤ 0,10  atau 
sama dengan niali VIF ≥ 10. Hasil uji multikolineritas pada penelitian ini 
ditunjukan dengan tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.5 
Uji Multikolineritas 
Variabel VIF Keterangan 
CAR 1,008191 Tidak terjadi multikolineritas 
BOPO 1,016358 Tidak terjadi multikolineritas 
NPF 1,022916 Tidak terjadi multikolineritas 
Sumber : Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018 
Hasil uji multikolineritas yang ditunjukan tabel diatas dengan 
melihat nilai VIF (variance inflation factor). Penelitian ini menggunakan 
variabel CAR, BOPO dan NPF . Nilai VIF dari variabel independen CAR 
sebesar 1,008191, BOPO sebesar 1,016358, dan NPF 1,022916, nilai 
tersebut lebih kecil dari 10. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat 
multikolineritas. 
C. Hasil Penelitian 
1. Analisis Regresi Berganda 
Model analisis regresi berganda merupakan model regresi yang 
memiliki lebih dari satu variabel independen. Dalam penelitian ini analisis 
regresi berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara CAR, BOPO 
dan NPF terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil analisis 
regresi berganda pada variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dilihat 






Uji Regresi Berganda 
Variabel Prediksi Koefisien t hitung Signifikansi Kesimpulan 
C  15,560 45,036 0,000  
CAR Negatif -0,016 -0,748 0,463 Ditolak 
BOPO Positif 0,010 4,169 0,001 Diterima 
NPF Negatif 0,006 2,574 0,018 Ditolak 
Adjusted R2         = 0,513 
F-statistik            = 9,061 
Signifikansi         = 0,001 
Sumber : Output Eviews, data sekunder yang diolah, 2018. 
Formulasi persamaan regresi berganda pada variabel CAR, BOPO 
dan NPF terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil adalah: 
  Y = a + b1 . X1 + b2 . X2 + b3 . X3 …+ bk . Xk + e 




a  =  15.5595330301      b1  = 0.0157091464492 
X1 = CAR        b2 = 0.0100525478327 
X2 = BOPO          b3 = 0.00565285663739 
X3 = NPF 
 
Sementara itu hasil dari regresi di atas apabila dilihat dari nilai 
koefisienya bahwa : 
a. Hasil uji regresi menunjukan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh 
terhadap alokasi pembiayaan betbasis bagi hasil karena nilai 
signifikansi CAR sebesar (0,463) lebih besar dibandingkan dengan 
nilai signifikansi α = 0,05. Sementara BOPO dan NPF memiliki nilai 
signifikansi  sebesar BOPO (0,001), dan NPF (0,018) lebih kecil dari 
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nilai signifikansi alpha 0,05. Artinya hanya variabel BOPO dan NPF 
yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil. 
b. Koefisien BOPO sebesar 0,010, menyatakan bahwa setiap 
peningkatan sebesar 1% nilai BOPO, maka secara rata-rata 
pembiayaan berbasis bagi hasil meningkat sebesar 10%. 
c. Koefisien NPF sebesar 0,006, menyatakan bahwa setiap peningkatan 
sebesar 1% nilai NPF, maka secara rata-rata pembiayaan berbasis bagi 
hasil meningkat sebesar 0,6%. 
2. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) pada dasarnya adalah untuk mengukur 
seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi dari 
variabel independen. Nilai koefisien determinasi R
2 
yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti 
variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi varian variabel dependen.
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Model koefisien determinasi memiliki kelemahan yakni bias 
terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model.
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Dalam penelitian ini menggunakan nilai dari Adjusted R
2 
untuk 
mengevaluasi mana model regresi terbaik. Berdasarkan hasil perhitungan 
uji koefisien determinasi atau Adjusted R
2
 diperoleh nilai sebesar 0,513 
atau 51,3%. Hal tersebut menunjukan bahwa secara bersama-sama variabel 
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X1, X2 dan X3 mempengaruhi  variabel Y sebesar 51,3% jadi sisanya 
(100%-51,3% = 48,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model. 
3. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji Statistik F) 
 Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel CAR, 
BOPO dan NPF secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil sebagai variabel 
independen. Untuk mengetahui hasil uji hipotesis yang diterima atau 
ditolak, maka ditentukan Ftabel dengan signifikansi 5% (0,05), pada tabel di 
atas dijelaskan bahwa hasil uji F pada penelitian ini memiliki nilai F 
statistik sebesar 9,061 dengan  signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, maka 
model regresi dapat digunakan untuk memprediksi alokasi pembiayan bagi 
hasil, atau dengan kata lain bahwa CAR, BOPO dan NPF secara bersama-
sama berpengaruh secara simultan terhadap alokasi pembiayaan berbasis 
bagi hasil. 
4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik T) 
Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukan seberapa jauh 
pengaruh variabel independen secara individual dapat mempengaruhi 
variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan 
untuk mengetahui adanya pengaruh masing-masing variabel independen 
terhadap variabel dependen yang dalam penelitian ini adalah pengaruh 
CAR, BOPO dan NPF terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil. 
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 Ketentuan yang digunakan dalam uji statistik t adalah 
membandingkan t hitung dengan t tabel, apabila t hitung > t tabel artinya 
ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, begitupun 
sebaliknya jika t hitung < t tabel maka tidak ada pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. Nilai t tabel dapat dilihat pada t 
statistik pada dF 1= n-k-1 atau dF= 24-3-1 dengan signifikansi 0,05 
diperoleh t tabel sebesar 1,71472. Berikut hasil uji t pada variabel-variabel 
independen terhadap variabel dependen:  
a. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
Hasil uji t pada tabel di atas untuk variabel CAR terhadap 
alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil, menunjukan nilai pada 
koefisien alpha 0,05 (t hitung = -0,748 < 1,72472). Artinya bahwa 
variabel CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri 
periode 2011-2016. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama 
H1 dari variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) yang menyatakan 
bahwa CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi 
pembiayaan berbasis bagi hasil ditolak. 
b. Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
Hasil uji t pada tabel di atas untuk variabel BOPO terhadap 
alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil, menunjukan nilai pada 
koefisien alpha 0,05 (t hitung = 4,169 > 1,72472). Artinya bahwa 
variabel BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi 
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pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri periode 
2011-2016. Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis ke dua H2 dari 
variabel BOPO yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil 
diterima. 
c. Non Performing Financing (NPF) 
Hasil uji t pada tabel di atas untuk variabel NPF terhadap alokasi 
pembiayaan berbasis bagi hasil, menunjukan nilai pada koefisien 
alpha 0,05 (t hitung = 2,574 > 1,72472). Artinya bahwa variabel NPF 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan 
berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016. 
Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis ke dua H3 dari variabel NPF 
yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil ditolak. 
D. Pembahasan 
Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan 
pedoman ajaran islam dalam setiap kegiatan operasionalnya termasuk 
penyaluran produk pembiayaan. Penilaian yang dilakukan pada alokasi 
pembiayaan berbasis bagi hasil sangat diperlukan untuk melihat seberapa 
efisien dan efektif bank syariah dalam menggunakan sumber dayanya untuk 
melakukan kegiatan operasionalnya termasuk alokasi pembiayaan berbasis 
bagi hasil.  
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Berdasarkan hasil uji signifikansi secara simultan (uji F) menyatakan 
bahwa hasil uji F pada penelitian ini memiliki nilai F statistik sebesar 9,061 
dengan signifikansi sebesar 0.001 < 0,05. Artinya model regresi dapat 
digunakan untuk memprediksi alokasi pembiayan bagi hasil, atau dengan kata 
lain bahwa CAR, BOPO dan NPF secara bersama-sama berpengaruh secara 
simultanterhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil. 
Sementara hasil uji koefisien determinasi Adjusted R
2
 diperoleh nilai 
sebesar 0.513 atau 51,3%. Hal tersebut menunjukan bahwa secara bersama-
sama variabel X1, X2 dan X3 mempengaruhi  variabel Y sebesar 51,3% jadi 
sisanya (100%-51,3% = 48,7%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam model. Adapun pembahasan mengenai variabel CAR, 
BOPO dan NPF berdasarkan uji secara parsial akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap alokasi 
pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri 
Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal 
yang menjadi faktor penting bagi perbankan untuk mengembangkan usaha 
serta menampung risiko kerugian yang akan dihadapi bank. Selain itu, 
modal bank berfungsi untuk menyalurkan dana kepada nasabah dalam 
bentuk kredit atau pembiayaan. Ketersediaan modal yang mencukupi akan 
membantu bank syariah untuk menentukan seberapa besar pembiayaan 
yang akan disalurkan kepada masyarakat. Modal merupakan aspek yang 
dapat digunakan untuk menjaga likuiditasnya. Modal merupakan aspek 
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yang dapat digunakan untuk memperlancar aktifitas bank. Pada awal 
pendirian bank diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham. 
Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan indikator penting bagi 
permodalan bank. Bank Indonesia telah menetapkan kewajiban minimum 
perbankan sebesar 8%. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal 
yang sesuai standar menunjukan indikator  sebagai bank yang sehat. Bank 
Syariah Mandiri sebagai Bank Umum Syariah di Indonesia juga memiliki 
kewajiban untuk mematuhi peraturan mengenai permodalan tersebut. 
Berikut ini rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) yang dimiliki oleh Bank 
Syariah Mandiri: 
Tabel 4.7 








Sumber: data sekunder yang diolah, 2018 
Dari data CAR pada Bank Syariah Mandiri di atas, dapat dilihat 
bahwa tingkat CAR yang dimiliki Bank Syariah Mandiri jauh diatas 
standar minimum. Tingkat CAR yang tinggi mengindikasikan permodalan 
yang kuat dan peluang untuk memperlancar aktifitas bank. Hal tersebut 
perlu didukung dengan manajemen permodalan yang baik sehingga dapat 
mengelola permodalan untuk melakukan aktifitas bank secara efisien 
termasuk penyaluran kredit atau pembiayaan.  
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Hasil uji parsial antara CAR dan alokasi pembiayaan berbasis bagi 
hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri menyatakan bahwa CAR 
berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal 
tersebut menunjukan nilai pada koefisien alpha 0,05 (t hitung = -0,748 < 
1,72472). Artinya bahwa variabel CAR berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank 
Syariah Mandiri periode 2011-2016. 
Bank Syariah Mandiri dalam menggunakan modal lebih berhati-hati 
untuk menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan maupun investasi 
lainnya, dikarenakan sebagian modal yang dimiliki bank dicadangkan 
untuk menjaga likuiditas bank terhadap risiko-risiko bank, sehingga tidak 
bisa menjadi tolak ukur bagi bank untuk menyalurkan pembiayaan dalam 
bentuk apapun termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan 
pengamatan selama periode penelitian, jika dilihat dari sisi penyaluran 
dana dalam bentuk pembiayaan diketahui bahwa modal tidak terlalu 
berperan dalam penyaluran pembiayaan karena sebagian besar pembiayaan 
disalurkan menggunakan dana pihak ketiga. 
Hal tersebut dilihat dari rasio FDR yang pada tahun 2015 sebesar 
81,99%, artinya semakin tinggi rasio FDR menunjukan besarnya 
pembiayaan yang disalurkan menggunakan dana pihak ketiga. Artinya 
peluang modal untuk dapat menjadi faktor penyaluran pembiayaan bank 
dalam bentuk apapun sangat kecil. Selain itu Bank Syariah Mandiri juga 
telah memperhitungkan risiko operasional dan risiko perubahan kurs 
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dengan menerapkan perhitungn Kewajiban Penyediaan Modal Minimum 
(KPPM) pada bank syariah. Hal tersebut dilakukan agar bank tetap dapat 
menjaga kecukupan modalnya dan menjaga kredibilitasnya sebagai 
lembaga keuanagn yang mengutamakan kepercayaan masyarakat. 
Disamping itu, kondisi ini juga disebabkan karena Bank Syariah 
Mandiri tidak memasukkan dana investasi terikat dan dana investasi tidak 
terikat kedalam modal, maka bias dinyatakan bahwa besarnya penyaluran 
pembiayaan tidak tergantung pada modal. Tetapi pada jumlah dana 
investasi terikat dan tidak terikat. 
2. Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO) 
Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan 
operasional.  Rasio BOPO sering disebut juga rasio efisiensi yang 
digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam 
mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. 
Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang 
dikeluarkan bank yang bersangkutan, sehingga kemungkinan suatu bank 
dalam kondisi bermasalah semakin kecil.  
Rasio BOPO menunjukan efisiensi bank dalam menjalankan usaha 
pokoknya, terutama kredit atau pembiayaan, dimana sampai saat ini 
pendapatan bank-bank di Indonesia masih didominasi oleh pendapatan 
bunga kredit. Semakin kecil rasio ini maka kinerja bank semakin baik.  
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Bank yang sehat rasio BOPO nya kurang dari 1 sebaliknya bank yang 
kurang sehat rasio BOPO nya lebih dari 1. Rasio BOPO pada Bank 
Syariah Mandiri dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.8 








Sumber: data sekunder yang diolah, 2018 
Dari tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata tingkat BOPO 
tergolong tinggi karena lebih dari 1. Kenaikan dan penurunan BOPO akan 
berdampak pada aktifitas bank termasuk dalam penyaluran pembiayaan, 
yaitu semakin tinggi tingkat beban pembiayaan yang menjadi tanggungan 
bank maka laba yang diperoleh bank akan semakin kecil,sehingga alokasi 
pembiayaan selanjutnya akan menurun. Hal tersebut perlu perencanaan 
yang matang dalam manajemen perbankan.  
  Hasil uji parsial antara BOPO dengan alokasi pembiayaan berbasis 
bagi hasil menunjukan nilai pada koefisien alpha 0,05 (t hitung= 4,169 > 
1,72472). Artinya bahwa variabel BOPO berpengaruh dan signifikan 
terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri 
periode 2011-2016. Hal ini dikarenakan dalam periode penelitian besarnya 
biaya operasional masih bisa dikendalikan oleh besarnya pendapatan 
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operasional sehingga meskipun nilai rasio BOPO tergolong tinggi, tetapi 
tetap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil disalurkan oleh bank. 
Hal tersebut juga disebabkan karena pertumbuhan asset yang 
dimiliki Bank Syariah Mandiri yang signifikan dari tahun 2011-2016 
dengan diimbangi penyaluran pembiayaan yang berpotensi menghasilkan 
laba, karena salah satu asset bank syariah adalah pembiayaan yang 
diharapkan dapat menghasilkan laba sebagai sumber utama pendapatan 
bank. 
3. Pengaruh Non Performing Fianancing (NPF) Terhadap Alokasi 
Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT. Bank Syariah Mandiri 
Non Performing Fianancing (NPF) merupakan rasio yang muncul 
akibat adanya pembiayaan bermasalah yang berasal dari dana yang 
disalurkan bank syariah. Dalam hal risiko pembiayaan bank syariah 
memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya 
yang ada pada bank syariah. Pembiayan bermasalah pada bank syariah 
ditunjukan dengan indikator NPF dengan melihat NPF. Jika nilai NPF 
tinggi maka risiko pembiayaan bank syariah juga tinggi. Hasil perhitungan 
















Sumber: data sekunder yang diolah, 2018 
Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan rasio NPF pada PT. 
Bank Syariah Mandiri, dimana sampai dengan tahun 2016 tingkat 
pembiayaan bermasalah masih aman. Dimana berdasrakan ketentuan Bank 
Indonesia bahwa standar aman rasio NPF yaitu minimum 5%. Dalam 
memberikan pembiayaan kepada masyarakat bank dapat melakukan 
tahapan dalam pemberian pembiayaan, agar dapat memberikan 
pembiayaan yang tepat sasaran. Hal tersebut perlu suatu perencanaan yang 
matang dalam manajemen pembiayaan perbankan syariah.  
Hasil uji secara parsial antara NPF dan pembiayaan berbasis bagi 
hasil PT Bank Syariah Mndiri menunjukan nilai pada koefisien alpha 0,05 
(t hitung = 2,574 > 1,72472). Artinya bahwa variabel NPF berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. 
Bank Syariah Mandiri periode 2011-2016. Dengan demikian hal ini 
disebabkan karena apabila terjadi penurunan  pada NPF maka pembiayaan 
berbasis bagi hasil akan mengalami peningkatan. Pada periode penelitian 
ini rasio NPF masih dibawah 5% yang artinya tingkat pembiayaan 
101 
 
bermaslah pada PT. Bank Syariah Mandiri masih rendah. Pembiayaan 
bermasalah yang ada pada bank syariah tidak dapat dihindari, namun bisa 
diminimalisir dengan mempertimbangkan lebih matang dalam penyaluran 
pembiayaan. Adanya pembiayaan bermasalah pada bank bisa diatasi 
dengan cara bank menyediakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 
(PPAP) untuk menutup kerugian yang ditimbulkan dari adanya 
pembiayaan bermasalah. 
Hal ini mendukung teori yang menyatakan jika semakin tinggi 
NPF maka semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh 
bank. Dengan demikian manajemen bank harus bisa mengelola sisitem 
perbankan dengan baik untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang 
dihadapi oleh bank. Dari sisi manajemen risiko pembiayaan dituntut untuk 
dapat lebih mengontrol serta memonitor risiko pembiayaan yang telah 
disalurkan oleh bank syariah.  
4. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil PT Bank Syariah Mandiri Dalam 
Perspektif Ekonomi Islam. 
Semakin berkembangnya perekonomian suatu Negara, semakin 
meningkat pula permintaan/kebutuhan pendanaan, dengan keterbatasan 
kemampuan finansial lembaga Negara dan swasta tersebut, maka 
perbankan nasional memegang peranan penting dan strategis dalam 
kaitanya penyediaan permodalan pengembangan sektor-sektor produktif. 
Modal yang didapatkan bank syariah diantaranya dihimpun dari 
produk mudharabah mutlaqah yaitu bank diberikan keluasan oleh nasabah 
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yang menyimpan dana di bank baik dalam bentuk usaha, tempat, maupun 
waktunya, dengan hal ini bank dapat menggunakan dana masyarakat 
sebagaimana baiknya untuk menjalankan aktifitasnya, baik dalam 
penyaluran dana ataupun penyediaan cadangan likuiditas. Bank akan 
mempertimbangkan tingkat kecukupan modal dengan cara 
membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga, dan 
membandingkan modal dengan aktiva berisiko. 
Bank dalam menjalankan aktifitasnya tidak terlepas dari biaya 
operasional. Bank yang efisiensi adalah bank yang mampu dalam 
menjalankan aktifitasnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan 
menggunakan pengeluaran serendah-rendahnya untuk mendapatkan 
keuntungan sebesar-besarnya, dan juga untuk menyelesaikan suatu 
pekerjaan dengan benar. Oleh karena itu, bank harus mengefisiensikan 
segala kegiatan operasionalnya agar bisa bertahan dan berkembang, dan 
tidak merugikan nasabah yang menyimpan dana di bank tersebut. 
Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak 
kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. 
Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan 
uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan/kesepakatan antara bank dengan dengan pihak lain yang 
mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam 
aktifitas pembiayaan, bank syariah akan menjalankan dengan berbagai 
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teknik dan metode yang penerapannya tergantung pada tujuan dan aktifitas 
nasabah penerima pembiayaan. 
Mekanisme pembiayaan bank syariah yang berdasarkan prinsip 
mitra usaha, adalah bebas bunga. Oleh karena itu, masalah membayarkan 
bunga kepada debitur atau pembebanan bunga kepada kepada nasabah 
tidak akan timbul, yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan 
oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan 
oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan 
yang diharapkan, bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh 
melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan yang diperoleh 
melalui bagi hasil. 
Tidak ada indikasi yang jelas atau tegas dalam Alqur’an maupun 
hadist namun karena pembiayaan berbasis bagi hasil yang meliputi 
mudharabah dan musyarakah merupakan kegiatan yang manfaat dan 
menguntungkan sesuai dengan ajaran pokok syariah maka tetap 
dipertahankan dalam ekonomi islam. Hal ini sesuai dengan ayat-ayat 
Alqur’an sebagai berikut: 
                       
                      
       
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
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janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. (QS: ANNISA : 29). 
 
Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengharamkan orang beriman 
untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, harta orang laindengan 
jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kita boleh 
melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan asas saling 
ridha dan ikhlas. Sebagaimana prakteknya pembiayaan berbasis bagi hasil 
pada PT Bank Syariah Mandiri yang meliputi pembiayaan mudharabah 






















Berdasarkan rumusan masalah, uji hipotesis dan pembahasan didalam 
penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) selama periode penelitian terbukti 
berpengaruh negatif terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi hasil PT. 
Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dikarenakan Bank Syariah Mandiri lebih 
berhati-hati dalam menggunakan modalnya untuk menyalurkan pembiayaan 
dan investasinya karena untuk menjaga likuiditasnya, bank syariah juga 
memperhitungkan risiko operasional dan risiko perubahan kurs dengan 
menerapkan perhitungan KPMM, serta bank syariah juga tidak memasukan 
dana investasi terikat dan dana investasi tidak terikat kedalam modal. 
2. Variabel Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 
selama periode penelitian terbukti berpengaruh signifikan terhadap alokasi 
pembiayaan berbasis bagi hasil PT. Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut 
dikarenakan Bank Syariah Mandiri mampu mengendalikan biaya operasional 
dengan pendapatan yang dihasilkan oleh Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah 
Mandiri juga mengalami peningkatan asset yang diimbangi dengan 
penyaluran pembiayaan yang mengahasilkan laba yang berpengaruh terhadap 
aktifitas bank termasuk penyaluran pembiayaan. 
3. Variabel Non Performing Financing (NPF) selama periode penelitian terbukti 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi pembiayaan berbasis bagi 
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hasil PT. Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut dikarenakan rasio NPF pada 
Bank Syariah Mandiri selama periode penelitian masih rendah yang artinya 
pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh Bank Syariah Mandiri juga 
rendah, dan juga bank syariah madiri juga telah menyediakan Penyisihan 
Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) untuk menutup kerugian yang 
ditimbulkan jika terjadi pembiayaan bermasalah. 
4. Berdasarkan hasil analisa pembiayaan berbasis bagi hasil PT Bank Syariah 
Mandiri dalam perspektif ekonomi islam, bahwa pembiayaan berbasis bagi 
hasil dalam kegiatan muamalah diperbolehkan dalam islam dan diatur dalam 
Alqur’an. Ekonomi Islam memperbolehkan pembiayaan berbasis bagi hasil 
dikarenakan pembiayaan yang diterapkan dengan prinsip bagi hasil yaitu 
bebas bunga, artinya tidak akan memberikan beban bunga kepada nasabah 
yang mengajukan pembiayaan, melaikan keuntungan yang diperoleh bank 
berupa imbalan atau bagi hasil, yang porsinya telah sama-sama disepakati 
oleh pihak bank dan nasabah. 
 
B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 
diberikan, antara lain: 
1. Bagi Objek Penelitian 
a. Bank Syariah Mandiri dalam mengelola permodalan bank untuk dapat 
disalurkan pada sektor yang menguntungkan agar dapat menghasilkan 
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serta meningkatkan keuntungan, dan memprioritaskan penyaluran 
pembiayaan berbasis bagi hasil sesuai dengan prinsip Bank Syariah. 
b. Tingkat rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional 
(BOPO) harus disikapi dengan lebih baik lagi oleh pihak manajemen, 
bank syariah harus lebih meningkatkan pendapatan dengan menyalurkan 
asset yang dimiliki untuk pembiayaan atau aktifitas yang menghasilkan 
laba, dengan hal itu biaya operasional akan tertup dengan pendapatan 
bank. 
c. Tingkat rasio Non Performing Financing (NPF) harus disikapi dengan 
cermat oleh pihak manajemen, Bank Syariah Mandiri perlu meningkatkan 
pemantauan terhadap pembiayaan yang disalurkan dan menerapkan 
system informasi melalui penyajian data laporan dan informasi yang lebih 
akurat serta transparansi terkait kolektabilitas pembiayaan yang 
disalurkan. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian seperti 
pada Bank Devisa dan Bank Non Devisa, Unit Usaha Syariah serta Bank 
Pembiayaan Rakyat Syariah. Serta ada baiknya jika variabel penelitian dapat 
ditambahkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada 
bank syariah. 
3. Bagi pihak akademisi dan praktisi perbankan dengan adanya penelitian ini 
dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atau sumber referensi terkait 
dengan manajemen keuanagan dan manajemen pembiayaan perbankan 
syariah. 
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